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MOTTO

Keyakinan pada diri sendiri dan pada Tuhan.
Itulah rahasia Keberhasilan.

Tanpa keyakinan, tidak ada keselamatan.
Yakinilah kemampuan dirimu dan bertindakiah
sesuai dengan kemampuanmu
(Anand Krishna: 392)

Sumber : Adnand Krishna, 2000, Renungan Harian Peaunjang Meditasi,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
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RINGKASAN

Parate Executie merupakan cara yang paling cepat dan sederhana hagi
pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang yang telah diberikan kepada
debitur, apabila debitur cidera janji. Kredit yang telah menjadi kredit macet dalam
pelunasanya pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya Parare
Executie (lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT), scorang kreditur (pemohon lelang)
tidak periu melalui fiat pengadilan terlebih dahulu. Karena dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) terkandung title eksekutorial yang memperbolehkan
seorang pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual obyek jaminan
hutang tanpa melalui fiat pengadilan dan persetujuan terlebih dahulu kepada
penjamin obyek Hak Tanggungan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui
bahwa permohonan [at Pengadilan dan juga proses hukum acara perdata pasti
memeriukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangal mahal. schingga akan
merugikan pihak kreditur karena bisa saja jumlah hutangnya tidak sesuai dengan
biaya perkaranya.

Parate Fxecutie ini tidak lagi menjadi pilihan dalam penyelesaian
pelunasan atas kredit macet tetapi menjadi piliha utama, maka penulis tentarik
untuk membahas permasalahan tersebut dengan menyajikan semua kelebihan-
kelebihannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PARATE
EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKENL)
JEMBER".

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang mekanisme
pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan,
prosedur pembebanan jaminan Hak Tanggungan scrta pelaksanaan Parate
Executic obyek Hak Tanggungan akibat kredit macet di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa
bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan Parate Executie di lapangan sehingga
menjadikanya patut untuk dijadikan pilithan wtama dalam penyelesaian pelunasan
hutang dari debitur, dikarenakan proses yang mudah dan cepat. Metode
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pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis disini adalah Pendekatan
Yuridis Normatif yang didukung dengan data empiris yaitu berupa hasil
wawancara dengan pihak Bagian Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember melalui pendekatan konseptual
dengan bahan hukum yang digunakan, meliputi @ bahan hukum primer, bahan
hukum sckunder serta bahan non hukum yaitu dari media clektronik (internet) dan
Jjaga hasil wawancara tadi.

Mekanisme perjanjian  kredit dengan menggunakan Jaminan Hak
Tanggungan merupakan bentuk perjanjian kredit yang disajikan dalam bentuk
tertulis. Bentuk tertulis dari sebuah perjanjian bisa dijadikan bukti otentik, apabila
debitur cidera janji nantinya. Proses pembebanan Hak tanggungan juga sangat
penting, mulai dari permobonan pengajuan hingga proses pendaftaran di Kantor
Pertanahan. Hak Tanggungan akan diberikan setelah di daftarkan pada Kantor
Pertanahan. Pendaftaran ini juga dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi
kreditur, karens menjadi jaminan bahwa obyck yang telah dijaminkan tersebut
tidak akan bisa dijadikan jaminan hutang lainnya. Apabila terjadi kredit macet
atau debitur wanprestasi maka Parate Executie merupakan cara yang paling
mudah dan sederhana bagi kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan hutang
yang telah diberikan kepada debitur,

Sehubungan dengan uraian tersebut penulis memberikan saran, yaitu
pihak bank sebelum memberikan kredit kepada calon  debitur hendaknya
melakukan penclitian yang lebih cenmat mengenai kemampuan, keadasan usaha
serta itikat baik dari debitur, untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, pihak
debitur  hendaknya mempunyai  kesadaran untuk  segara  melunasi hutang-
hutangnya sebelum dilakukan Lelang benda jaminan oleh pihak KPKNL karena
akan membutuhkan biaya tambahan. seperti biaya administrasi, biaya lelang dan
lain schagainya. serta pihak KPKNL dalam mengatasi segala hambatan-hambatan
yang teradi pada samt atau setelah pelaksanaan penyitaan dan pelelangan,
hendaknya mengadakan suatu koordinasi yang baik dengan semua pihak vang
terkait dalam permasalahan tersebut, baik dengan pihak debitur atau penanggung
hutang, pihak bank. Masysrakat maupun Instansi-instansi terkait lainnya
(Pengadilan, Kepolisian, Badan Pertanahan, dan lain-lain).

Xiv
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1.1 Latar belakang

Perkembangan dunia perbankan saat ini memang telah mengalami
perubahan kearah kemajuan. baik dalam hal teknologi maupun dalam
pengembangan jasanya. Untuk itulah, Bank sebagai organisasi bisnis telah
menjadi alat dan sarana penunjang kelangsungan sebuah usaha dan sebagai
konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis yang benar-
benar professional dalam penyaluran dananya yang berupa pemberian kredit
kepada masyarakat. Perkreditan disini diupayakan sebagai sarana pemerataan
pembangunan di semua sektor masyarakat, Oleh karena i Bank juga
mempunyai fungsi sebagai agen dalam pembangunan yang ditujukan untuk
menjaga keseimbangan antara pihak yang memerlukan dana dan juga pihak
yang menempatan dananya,

Kredit merupakan bentuk kepercayaan dari pihak Bank kepada
masyarakat lertulama pengusaha yang mempunyai prospek untuk
mengembangkan usahanya sehingga dapat dikatakan bahwa kredit merupakan
suatu usaha dari Bank untuk menyediakan modal pembangunan. Dengan
adanya kredit, Bank memperoleh pendapatan dari selisih antara bunga yang
ditarik dari masyarakat (bunga kredit) dengan bunga yang diberikan (bunga
simpanan) sehingga dalam hal ini timbulah suatu keuntungan bagi pihak
Bank.

Bank dalam pemberian kredit memiliki fleksiblelitas, baik kepada
perorangan, perusahaan maupun lembaga pembiayaan komersial vang lain.
Untuk itulah dalam proses pengajuan kredit harus diawali dengan itikad baik
dari pemohon untuk sanggup melunasi hutangnya dan pihak bank tidak bisa
melepaskan diri dari tanggung jawab secara moril dalam proses perkreditan
tersebut. Terlepas apakah kredit tersebut dapat disetujui apa tidak, pihak bank
wajib melaksanakan pemrosesan secara obyektif akan tujuan penggunaan
kredit dan alokasi penempatan dana Bank disektor tersebut, Jadi dana vang
diberikan dapat tepat sasaran.
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Aspek hukum merupakan salah satu aspek vang sangat penting dalam
setiap transaksi apapun, termasuk dalam pemberian kredit. Karena pada
dasarnya perjanjian kredit merupakan hukum perjanjian sehingga setiap
analisisnya dan pejabat pengelolahan transaksi kredit harus dibekali dengan
pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut.
Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi
kalau aspck hukumnya tidak memenuhi syaral atau tidak sah maka semua
ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur schingga akan
menyulitkan pihak Bank untuk menarik kembali kredit vang telah diberikan.
(Sutarno, 2005:3).

Bank sebagai pihak pemberi kredit hanya akan memberikan kredit
dengan jaminan. Keberadaan jaminan di sini bertujuan sebagai pelunasan
pinjaman apabila terjadi kredit macet. Jaminan yang baik dan ideal adalah
jaminan yang
1. Dapat secara mudah membaniu perolehan kredit bagi pihak vyang

membutuhkan.

2. Tidak meremehkan potensi (kekuatan) pihak kreditur untuk melakukan
perlunasan usahanya.

3. Memberikan kepastian hukum si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat
dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya.

4. Menurut pasal 1759 KUHPerdata, pihak yang meminjamkan tidak dapat
meminta uang yang lelah dipinjamkan sampai berakhir jangka waktu yang
telah disepakati. Sedangkan menurut pasal 1763 KUHPerdata, pihak
peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang
dipinjam dengan jumlah yang sama dan pada waktu vang telah ditentukan.
Pada kenyataannya banyak pengusaha atau debitur yang tidak dapat
memenuhi  kewajibannya dalam mengembalikan kredit yang telah
disalurkan kepadanya schingga dikategorikan sebagai kredit bermasalah
ataupun scbagai kredit maceL (R. Subekti, 1991:9).

Perkembangan hukum jaminan di [Indonesia tidak lepas darni

pembahasan tentang perkembangan hukum jaminan dari zaman Pemerintahan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Hindia-Belanda sampai sekarang. banyak sekali yang memberikan definisi
tentang hukum jaminan. Menurut Sri Sodewi Masjhoen Sofwan, hukum
jaminan adalah :

“Mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian
fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang
dibelinya sebagai mjuminan. Peraturan demikian harus cukup
meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-
lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus
dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar
dengan jangka waktu yang lama dengan bunga yang relative
rendah,”
Pada dasamya pendapat di atas merupakan sebuah konsep yuridis yang

berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang jaminan pada masa yang akan datang sedangkan saat ini telah banyak
peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. (Salim.
2004:6),

Salah satu wujud dari memperjanjikan suatu hak jaminan kebendaan
adalah dengan pembebanan Hak Tanggungan, Hak Tanggungan memberikan
kedudukan yang lebih baik kreditur yang bersangkutan daripada kedudukan
kreditur yang lain. Kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutangnya
sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan dan permasalahan akan timbul
apabila debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya, vaitu
debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang
dapat terjadi karena tidak mampu membayar, artinya suatu keadaan dimana
seorang debitur tidak mempunyai dana sehingga tidak dapat membayar lunas
utangnya yang telah jatuh tempo (debitur tersebut dalam keadaan overmachi).
(Man S. Sastrawidjaja. 2006:2).

Berdasarkan kenyataan bahwa suatu hutang wajib dibayar oleh pihak
yang berhutang, demikian pula kredit yang diberikan bank, meskipun telah
menjadi kredit macet nasabah penunggak kredit tetap diwajibkan untuk
melunasi kredit beserta bunganya. Sesuai dengan pengertian dari kredit macet,
schingga dapat digambarkan bahwa pada kecadaan seperti ini nasabah sudah
sulit sckali diharapkan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan
sukarela sebagaimana yang telah disepakati bersama. Jaminan kredit akan
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berfungsi, apabila kredit tersebul macet maka jaminan yang diberikan akan
dijual untuk melunasi hutang-hutang dari debitur tersebut.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960,
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Apgraria. berikul atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan vang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain, Perjanjian jaminan yang melahirkan Hak Tanggungan ini, dibuat
oleh para pihak dengan tujuan untuk melengkapi perjanjian pokok yang
umumnya merupakan perjanjian ulang piutang atau perjanjian kredit.
(Herowati Poesoko, 2007:15).

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
pada Pasal 6, bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tangpungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan terscbut. Pasal ini memberikan ketentuan
bahwa apabila debitur pemberi jaminan Hak Tanggungan wanprestasi, maka
kreditur (pemegang Hak Tanggungan pertama) mempunyai hak menjual
obyek jaminan Hak Tanggungan tersebut dengan kekuasaanya sendiri dan
hasil penjualan tersebut tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utang
debitur, apabila terdapat sisa dari penjualan maka akan dikembalikan kepada
pemberi Hak Tanggungan (debitur).

Parate executic merupakan kewenangan untuk menjual atas kekuasaan
sendiri apabila debitur wanprestasi dengan tujuan agar kreditur memperoleh
percepatan pelunasan piutangnya. Kreditur tersebut bisa melaksanakan
eksekusi obyek jaminan, tanpa meminta fiar dari Ketua Pengadilan (tanpa
harus mengikuti aturan main dalam hukum acara perdata), maksudnya tidak
perlu ada sita terlebih dahulu dan perlu melibatkan juru sita. Pada dasarnya
mejual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate execulie)
merupakan cara yang sangat sederhana untuk seorang kreditur dalam
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mendapatkan pelunasan hutangnyn. Menjual atas kekuasaannya sendiri juga
merupakan suatu bentuk kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para
kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama manakala debitur cidera janji.

Apabila melakukan proses berperkara melalui Pengadilan, maka akan
membutuhkan biaya dan waktu vang tidak sedikit. Padahal seorang kreditur
yang mengetahui debiturnya sudah mengalami kredit macet ingin cepat
memperolch pelunasan atas hutang-hutangnya. Dengan melalui penjualan
dimuka umum atas obyck jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan
Pasal 6 UUNT (melalui parate executie) di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL), seorang kreditur akan lebih cepat memperoleh
pelunasan atas hutang-hutangnya tersebut. Pelaksanaanya parate executie ini
tidak membutuhkan fiar Pengadilan terlebih dahuly atay dengan kata lain
tanpa melalui proses hukum acara perdata dalam Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas dan betitik tolak pada ketentuan-ketentuan
yang ada, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam
bentuk skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PARATE EXECUTIE
OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET M KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER™.

1.2 Rumusan Masalah
I. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan perjanjian  kredit dengan
menggunakan Jaminan Hak Tanggungan?
2. Bagaimanakah prosedur pembebanan Jaminan Hak Tanggungan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan akibat

kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember?
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1.3 Tujuan Penclitian
Agar dalam penulisan skripsi ini mempunyai arah yang jelas dan dapat
diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suaty
tujuan penulisan. Tujuan penulisan disini meliputi 2 (dua) hal yaitu :
13.1 Tujuan Umum

Tujuan penilisan ini secara umum adalah :

I. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang
telah ditentukan dalam menyelesaikan Studi llmu Hukum dan mencapai

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah
pembendusharaan tulisan atau karya ilmiah.

3. Sebagai salah satu sarana untuk menyumbangkan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum vang telah diperoleh dan

perkulishan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam
masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan penulisan ini secara khusus adalah -

l. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang mekanisme  pelaksanaan
perjanjian kredit dengan menggunakan Hak Tanggungan,

b

Untuk mengkaji dan menganalisa tentang prosedur pembebanan Jaminan
Hak Tanggungan.

3. Untuk dapat mengkaji dan menganalisa tentang peluksanaan Parate
Exsekusi obyek Hak Tanggungan akibat kredit macet di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara
seorang penulis dalam  mempelajari, menganalisa dan  memahami
permasalahan yang dihadapi schingga dapat dipertanggungjawabkan sccara
ilmiah. Olch karena itu penulisan skripsi ini mengunakan metode penelitian.
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Meciode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah
yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebanaran serta menjalankan prosedur yang benar. (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:96).

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bersifat yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan
diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah
atau norma-norma dalam hukum positif. maksudnya adalah penelitian ini
dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, maka penelitian ini
didukung oleh data empiris dengan studi lapangan berupa wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yaitu dengan
melakukan observasi di Kantor Pelayanan Kckayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Menurut Pasal | angka 2
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat
yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara
singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai starwre berupa
legalisasi dan regulasi.

Jika demikan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian
antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain yang akhirya
dapat menjadikan satu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum
yang sedang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90),


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penclitian adalah subyek darimana bahan
hukum dapat diperoleh yang digunakan untuk memecahkan pemasalahan yang
ada, didalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum vang digunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sckunder dan bahan non hukum.

1.43.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal | angka 2 Undang-
undang Nomaor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah
paraturan tertulis yang dibentuk olch lembaga Negara atau pejabat
yang berwenang dan mengikat secars umum, oleh karcnanya yamg
bisa dijadikan bahan hukum primer berupa legalisasi dan regulasi.
(Peter Mahmud Marzuki. 2005:144).

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
skripsi ini yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar
Pokok-pokok Agraria, Uindang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Hak Atas Tanah beserta Benda-benda yang
Berkaitan dengan Tansh, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan masalah vang dibahas.

1.43.2 Bahas Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk
skripsi dan jurnai-jumal hukum. dimana bahan hukum sekunder ini
memberikan petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitian
vang tentunya bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi
terhadap masalah yang diangkat seperti dalam tulisan ini bahan hukum
sekunder berupa naskah akademik, buku-buku hukum tentang
Perbankan, Jaminan, Hak Tanggungan dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Lelang, serta buku-buku hukum lain yang mendukung
penulisan skripsi ini.
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1.4.33 Bahan Non Hukam

Dalam hal ini penulis juga memasukkan hasil wawancara
dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember dan media elektronik yang bersumber dari internet
sebagai bahan non hukum, karena memiliki relevansi terhadap masalah
yang diangkat yang tentunya masih dalam ruang lingkup hukum yang
sifamya tidak mengikat.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yanmg peroleh,
penulis harus melakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum
dan mengeliminir hal-hal vang tidak relevan untuk menctapkan isu hukum
vang hendak dipecahkan: (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang
sekiranya dipandang mepunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini; (3)
melakukan telaah atas isu hukum vang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi
yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi  berdasarkan
argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki,
2005:171).

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disususn secara
sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal
dari prinsip-prinsip umum menuju keprinsip-prinsip khusus, Kemudian bahan
hukum kemudian diolah secara kualitatil' yakni pengolahan  bahan-bahan
hukum non-statistik. (Peter Mahmud Marzuki. 2005:4142).
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2.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat-syarat Perjanjian

BAB 2. TINJAUAN PUSTA

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak
saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatuy persetujuan yang dibuat
oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat akan saling mentaati
apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. (Hermansyah, 2005:67).

Mengenai istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang
berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya, yang sampai saat ini
masih belum terdapat kesamaan dalam menyalin dalam bahasa Indonesia.
Dalam hukum perdata Nederland dalam hubungannya dengan istilah
pejanjian  dikenal dengan dua istilah  vyaitu VERBINTENIS dan
OVEREENKOMST, dan dari dua istilah hukum ini para ahli hukum di
Indonesia mengartikan secara  berbeda. Menurut Drs.  Kansil, S.H.
mengariikan VERBINTENIS perikatan dan OVEREENKOMST adalah
perjanjian. Sedangkan menurut KUHPerdata vang diterjemahkan oleh R.
Subekti, S.H., dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk
VERBINTENIS damn istilah persejuan untuk OVEREENKOMST. (Sutarno,
2005:71-72)

Secara efimologi, Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda yaitu VERBINTENIS, istilah perikatan ini lebih umum digunakan
dalam literatur hukum Indonesia dan ada pula yang menerjemahkan dalam
perjanjian atau persetujuan. Istilah perikatan memiliki arti yang luas jika
dibandingkan dengan istilah perjanjian. Sebab istilah perikatan tidak hanya
mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja,
tetapi juga hubungan hukum yang sama sckali tidak bersumber pada suatu
perjanjian, yaitu mengenai perikatan yang timbul berdasarkan Undang-
undang. Perikatan demikian yang memerlukan adanya persetujuan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdaia “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
salu orang lain atau lebih™. Schingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian
merupakan satu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua
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pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak
menuntul pelaksanaan janji i,

Berdasarkan uvraian diatas ada subyck perjanjian yaitu kreditur dan
debitur. Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi, sedangkan debitur
berkewajiban memenuhi prestasi. Unsur-unsur dalam suany perjanjian vaitu :

I. Terdapat sedikitnya dua pihak
Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian dapat
terjadi sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat terdiri dari
orang pribadi atau badan hukum.

2. 'lerdapal persetujuan para pihak
Persetujuan ini harus dibual oleh para pihak tanpa paksaan ataupun
tekanan, dalam membuat perjanjian  diberikan kebebasan  untuk
mengadakan tawar-menawar diantara keduanya. Dengan disetujuinya oleh
masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obvek mengenai perjanjian
itu, maka timbullah persetujuan.

3. Terdapat tujuan yang akan dicapai
Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertcntangan dengan
Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Terdapat prestasi yang dilaksanakan
Dengan  adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban  untuk
melaksanakan suatu kewajiban yang hanya dapat dipenuhi jika
mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat
perjanjian.

5. Terdapat bentuk tertentu
Bentuk perjanjian harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai
kekuatan mengikat dan baku. Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis
dan dibuat dalam suatu akta outentik maupun dibawah tangan.

6. Terdapat syarat-syarat tertentu
Isi suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian
menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa
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semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai ndang-undang
bagi mercka yang membuatnya.( Abdul Kadir Muhammad, 1993:225).

b. Syarat-syaral Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti yang

ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, vaitu :

L.

Kat sepakat bagi mereka vang mengikatkan diri
Kata sepakat (consensus) dalam perjanjian adalah soatu keadaan dimana
terdapat persctujuan kehendak para pihak yang membuat persetujuan
pokok perjanjian yang dibuat. Kescpakatan para pihak ini dibuat secara
suka rela, tanpa paksaan dan penipuan. Dengan adanya kata sepakat
maka perjanjian telah ada dan mengikat para pibak untuk dilaksanakan.
Kecakapan (capacity) untuk mercka yang mengikatkan dirinya
Kecakapan untuk membual suatu perikatan berarti subyek hukum yang
dapat melaksanakan perbuatan hukum atau yang menjadi pihak dalam
hubungan hukum. Ada dua macam subyek hukum, vaitu orang pribadi
dan badan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata
menyatakan babwa sikap orang adalah cakap untuk membuat sustu
perikatan-perikatan, jika ia olch Undang-undang tidak dinvatakan tidak
cakap. Pasal 1330 Jo. Pasal 330 KUHPerdats menentukan bahwa orang-
orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain :

1. Orang yang belum dewasa;

2. Merecka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang-orang perempuan yang telah menikah, dalam hal yang
ditctapkan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan maka orang-orang perempuan dianggap cakap membuat
perjanjian adalah apabila suami menyetujuinya, yaitu dengan turut
menadatangani perjanjian tersebut.

Suatu hal tertentu (a certain subject master)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian yang merupakan obyek

dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek

tertentu, baik jenis maupun jumlahnya harus dischutkan dengan jelas
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dalam perjanjian, Apabila sualu perjanjian tidak memenuhi syarat ini
akan berakibat batal demi hukum, dan perjanjian tidak pernah terjadi.
4. Secbab vang halal (legal cause)
Maksudnya mengenai isi perjanjian terscbut. Sebab yang halal menurut
Pasal 1337 KUHPerdata adalah -
I. Tidak bertentangan dengan Undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan:
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Sutarno, 2005-78-81 ).

2.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Sutamo. S.HL, (2005:6) pengertian kredit adalah perjanjian
pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur
dan debitur, Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman
yang disctujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai
dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam
uang. yang pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran
vang mengemukakan bahwa
I.  Perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu™

perjanjian yang sifatnya “konsensuil™.

Petjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah
perjanjian  yang masing-masing bersifit  “konsensuil” dan  “riil".
(hup://library.usu.ac.id).

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal | angka 11
menyebutkan bahwa;

“"kredit adalah penyedisan vang atau tagihan vang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persefujuan  atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
seiclah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunpa ™

ra

Berdasarkan pengertian terscbut berarti perjanjian kredit merupakan
perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah)
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dan tergolong dalam perjanjian pinjam-meminjam. Kekhususan dalam suatu
perjanjian kredit adalah kreditumya selalu bank dan obyeknya selalu berupa
uang. Secara umum dalam prakteknya perjanjian kredit perbankan
mempergunakan standar contract, yaitu perjanjian yang bentuknya tertulis
dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur seria sifatnya
memaksa debitur untuk menyctujuinya. bank yang menyelujui permohonan
kredit, akan memberikan formulir perjanjian kredit yang telah disusun isinya
oleh pihak bank kepada pemohon kredit (nasabah). Untuk dapat memperolch
kredit, nasabah harus menyetujui isi formulir perjanjian  terscbul.
(http://202.148.25.43/hukumbisnis/co.id).

Para sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh
ketentuan-ketentuan KUHPerdata Bab X111 Buku 111, karena perjanjian kredit
mirip dengan perjanjian pinjam uang. Dalam KUHPerdata Pasal 1754 vang
berbunyi ;

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

jumlah tertentu barabg-barang yang habis karena pemakaian,

dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang

sama pula”,

Sarjana hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai
KUHPerdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karukteristik
sendiri. Tetapi pada dasarnya perjanjian kredit memang sebagian dikuasai atau
bahkan mirip dengan perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KU/HPerdata
yang sebagian lain juga tundukpada peraturan lain yaitu Undang-undang
perbankan. (Sutarno, 2005:96).

2.3 Pengertian Kredit Macet
Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam pemberian kredit
bagi pihak kreditur yaitu apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk mengembalikan kredit berscria bunga tepet pada
waktunya. Kondisi seperti ini umumnya disebut dengan kredit macet. Menurut
Gatol Supramono (1996:131), menyatakan bahwa “kredit macet adalah suatu
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keadaan seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada
waktunya™.

Sebelum suatu kredit dinyvatakan macet. ada beberapa kriteria kredit

seperti vang dinyatakan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No
31/147/Kep/BI, tanggal 12 November 1998 tentang Aktiva Produktif. antara

lain :

I. Kredit Lancar (pass), apabila pembayaran lepat wakiu, perkembangan
rekening baik dan tidak ada tunggakan,

2. Kerdit dalam perhatian khusus (special menition), apabila memenuhi

kriteria ;

H.

b.

C.

d.

L=

terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga vang belum
melampaui 90 hari,
kadang-kadang terdapat cerukan.

mutasi rekening akan relatif aktif.

Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan:

di dukung adanya pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria -

a.

e
f.

terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga melampaui 90
hari,

sering terjadi cerukan,

frekuensi mutasi rekening relatif rendah,

terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari,

lerdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,

dokumen pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan (doubiful), apabila memenuhi kriteria -

.

terdapat wnggakan angsuran pokok dan / atau bunga melampaui 180
hari,

terdapat cerukan yang bersifat permanen,

terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,

terjadi kapitalisasi bunga,
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€. dokumen hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun
pengikatan jaminan.
5. Kredit macet (loss), kriteria adalah :
a. terdapat tunggakan lebih dari 270 hari,
b. kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru,
¢. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.

Istilah kredit macet berasal dari Bahasa Romawi yaitu “eredere™ yang
memiliki arti percaya. Dengan demikian dasar dari kredit adalah adanva
kepercayaan sehingga bila seseorang mempunyai kredit, dasamya ia
memperoleh kepercayaen dari pemberi kredit yaitu pada masa yang akan
datang ia dapat memenuhi segala sesuatu yang vang telah diperjanjikan
terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit
yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2
(dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan dimana penyelesaian
kredit telah diserahkan kepada Pengadilan atau Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan Asuransi
Kredit. (Mariam Darus Badrulzaman, 1983:34).

2.4 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Menurut KUHPerdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinva untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
diperjanjikan. Barang yang akan menjadi obyek dari jual beli ini setidaknya
dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak
miliknya kepada si pembeli.

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.
Sesual dengan asas konsensualitas (Pasal 1458 KUHPerdata), perjanjian jual
beli itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga.
Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harganya maka
lahirlah perjanjian jual beli yang sah. (Subekti, 1995:1-3),
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2.5 Pengertian Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu
benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda tersebut, dapat
dipertahankan siapapun, sclalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda
it berada (droit de suite) dan dapat dialibkan. Jaminan kebendaan juga
mempunyai sifal prioriteif, artinya siapa yang memegang jaminan atas
kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan dalam pelunasan hutangnya
dibanding dengan pemegang jaminan hak kebendaan berikutnya. (Sutarmno,
2005:147).

Istilah jaminan dapat juga diartikan sebagai tanggungan, dalam hal ini
yang dimaksud dengan tanggungan atas segala perikataan dari seseorang,
seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak atau yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari
menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Menurut M. Bahsan (dalam Herowati Poesoko, 2007:32) jaminan
adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk
jaminan suatu hutang piutang dalam masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan
dalam Pasal 1132 KUHPerdata bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya: pendapatan
dari penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, vaitu menurut
besar kecilnya piutang masing-masing. kecuali apabila diantara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Keberadaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa agunan
adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank,
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah. Pengertian jaminan sebagaimana dimaksud Pasal | angka 23 tersebut
adalah svatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak
ketiga kepada bank untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditur (bank) dengan debitur atau
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pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu
atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan
kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.
{Djuhaendah Hasan dalam Herowati Poesoko, 2007:33).

Jaminan menurut Harfono Hadisoeprapto (dalam Herowati
Poesoko,2007:32) adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari svatu perikatan, Jadi pada hakekatnya
jaminan kebendaan ialah membebani suatu benda tertentu dengan lembaga
jaminan tertentu, sehingga apabila seorang debitor tidak melunasi utangnya
kepada kreditur, maka sang kreditur dapat menuntut pelunasan piutangnya,
dari hasil perolechan dari penjualan di depan umun (lelang atau eksekusi) atas
benda-benda tertentu tadi. (Setiawan dalam Herowati Poesoko, 2007:38).

Pengertian jaminan kebendaan menurut Munir adalah jaminan yang
mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti
benda tersebut kemanapun benda terscbut beralih atau dalihkan, dapat
dialihakan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, misalnya : Gadai, Hak
Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan
bahwa jaminan kebendaan sebagai salah satu perlindungan hukum bagi
kreditur, manakala debitur ingkar janji, sebagai kepastian akan pelunasan
piutang, maka benda tertentu yang dijaminkan tersebut dapat dijual di depan
umum untuk divangkan, agar hasil perolehan penjualan tersebut diserahkan
kepada kreditur sesuai dengan hak tagihnya.

2.6 Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah jaminan yang adanya karena diperjanjikan
lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang adanya/lahirnya
karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus wyang berupa
kebendaan yaitu Hak Tanggungan. (Sutarno, 2005:151).

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yanp berkaitan dengan tanah
pada Pasal | Ayat (1), memberikan pengertian mengenai hak tanggungan atas
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tanah beserta benda-benda vang berkaitan dengan ianah, yang selanjutnya

disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda

lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan

hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

Rumusan pengertian hak tanggungan dalam Pasal 1 Ayat (1) tesebut
tidak merupakan suatu pengertian yang bersifat umum, melainkan hanya
sebatas perumusan tentang hak tanggungan atas tanah (beserta dengan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah) saja. Namun dari batasan tersebut dapat
diketahui unsur-unsur penting hak tanggungan, vaitu antara lain :

. Adanya hak jaminan.

2. Yang dibebankan atas tanah, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.

3. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu.

4. Untuk pelunasan utang tertentu.

3. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur lain.(J. Satrio, 1997:65),

Lebih lanjut pengertian tentang Hak Tanggungan dapat dijumpai
dalam penjelasan Umum angka 4 alinia 2 UUHT, yang menyatakan ;: “Hak
Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang lertentu,
vang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain. Dalam arti bahwa jika debitur cidera Janji. melalui
pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada
kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang
tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan
hukum yang berlaku™. (Herowati Poesoko, 2007:91).
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Prol. Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah :

“Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan.

Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan,

melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan

mengambil dari hasilnya seluruhnya atau scbagian sebagai

pembayaran lunas hutang debitur kepadanya™

Esensi dari definisi Hak Tanggungan diatas adalah pada penguasaan
hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang untuk
menguasai hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan
untuk menguasai secara fisik. namun untuk menjualnya apabila debitur cedera

janji. (Budi Harsono dalam Salim, 2004:97).

Sebagaimana suatu lembaga jaminan yang kuat. hak tanggungan
mempunyai ciri-ciri pokok, yvakni :

I.  Mempunyai hubungan langsung dengan atau atas bendanya tertentu yang
dalam hubungan dengan hak jaminan, benda itu adalah milik pemberian
hak tanggungan.

2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang).

3. Mempunyai sifat droir de suite, artinya hak tersebut mengikuti bendanya
ditangan siapapun benda itu berada.

4. Yang tua mempunyai kedudukan vang lebih tinggi.

Dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain.(J. Satrio, 1997:237).
Menutrut Sutan Remy syahdeini (1997:1), Hak Tanggungan didalam

Undang-undang hak tanggungan tidaklah dibangun dari suatu yang belum ada.

Hak Tanggungan dibangun dengan mengambil alih atau mengacu pada asas-

asas dan ketentuan-ketentuan pokok dari hipotek yang diatur dalam

KUHPerdata,

Dalam Hak Tanggungan terdapat beberapa asas yang dipergunakan
sebagai prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UUHT, vaitu :

1. Asas Preferen (droit de preference)

Asas preferen adalah yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau
didahulukan bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang
memberikan  kedudukan yang divtamakan kepada kreditor tertentu
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terhadap kreditor lain. Dan hak tanggungan merupakan lembaga jaminan
yang kuat dengan ciriciri antara lain memberikan kedudukan yang
diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.

Asas Accesoir

Asas accessoir adalah hak tanggungan mengikuti perjanjian pokoknya,
dimana keberadaan berakhir dan hapusnya tergantung pada utang yang
dijamin. Hal ini dapat diketahui dalam penjelasan umum UUHT Angka 8,
yaitu : Hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir
pada suatu piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya
ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Asas pemisahan horisontal

Asas pemisahan horisontal adalah menyatakan bahwa pemilikan atas tanah
dan benda atau segala sesuatu yang berada diatas tanah itu adalah terpisah,
hal ini dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku dalam Hukum Agraria
Nasional, apabila konsisten maka dalam hukum benda Nasional tidak
mengenal benda tidak bergerak, namun hanya mengenal pembagian benda
berupa tanah dan bukan tanah.

Asas pelaksanaan yang mudah dan pasti

Asas pelaksanaan yang mudah dan pasti menjelaskan bahwa pemegang
Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak
Tanggungan dan tidak lagi memerlukan penetapan dari pengadilan apabila
akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan
utang debitur apabila debitur cidera janji. Kemudahan dan kepastian dalam
melakukan eksekusi hak tanggungan ini sesuai dengan Pasal 6 UUHT,
bahwa apabila debitur cidera janii, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan alas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut.

Asas Spesialitas

Asas spesialitas dalam Hak Tanggungan maksudnya adalah Hak
Tanggungan hanya dapat dibebankan pada obyek hak atas tanah yang
spesifik, hal ini berkaitan dengan Pasal 11 Ayat (1) buruf ¢ UUHT yang
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menyatakan bahwa dalam akta pemberian Hak Tanggungan wajib
dicantumkan uaraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan.

. Asas Publisitay
Asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status
kepemilikan tanah hak atas tanah, hal ini dapat diketahui dalam Pasal 13
Ayat (1) UUHT yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib
didaftarkan kepada kantor pertanahan. (M. Isnaeni, 1996:40-41)

2.7 Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dapat dieksekusi disini adalah
salinan putusan dan Grosse akta (salainan pertama dari akta autentik). Grose
akta dapat dicksekusi karena memuat titel eksekutorial, schingga grose akta
disamakan dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap. (Soedikno Mertokusumo dalam Salim, 2004:188-189).

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan selalu bertujuan untuk
mendapatkan pemecahan alau penyelesaian dengan adanya suatu putusan.
Akan fetapi tidak cukup dengan putusan saja. Pulusan pengadilan tidak akan
ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu setiap putusan harus
mempunyai kekuatan eksekutorial, maksudnya mempunyai kekuatan untuk
melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Kekuatan
cksekutorial putusan hakim itu terdapat pada kepala putusan vang berbunyi
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA™, Hal ini biasa disebut dengan eksekusi riil.

Eksekusi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan suatu
putusan. Eksckusi sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Fksekusi dapat juga diartikan
menjalankan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan cksekusi secara suka rela. Eksekusi
itu dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi
secara umum ecksekusi adalah pelaksanaan putusan hukum vang pada
hakekatnya adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkuatan
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untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.(Situmorang

dan Sitanggang, 1992:119).

Pada dasarnya ada dua macam bentuk eksekusi ditinjau dari segi
sasaran yang ingin dicapai oleh hubungan hukum yang lercantum dalam
putusan pengadilan, yaitu :

1. Eksckusi riil adalah eksekusi vang hanya mungkin terjadi berdasarkan
putusan pengadilan untuk melaksanakan suatu tindakan yang nyata, yaitu :
a_ Telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Bersifat dijalankan dahulu;
c. Berbentuk provisi;
d. Berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uvang adalah cksckusi pembayaran
sejumlah vang tidak hanya di dasarkan alas putusan pengadilan, tetapi
dapat juga di dasarkan atas bentuk yang oleh Undang-undang disamakan
nilainya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap berupa :

a. Grosse akta pengakuan utang;
b. Grosse akta hipotik dan crediet verband sekarang akta hak tanggungan.
(Yahya Harahap, 1995:20).

Fksekusi riil secara teoritis lebih mudah dalam melaksanakannya dan
pada eksekusi pembayaran sejumlah vang, karena tidak diperlukan proscdur
dan formalitas yang rumit. Ini disebabkan eksekusi riil tidak diatur secara rinci
dalam Undang-undang. Berbeda dengan eksekusi sejumlah uang seringkali
tergugat sama sekali tidak mempunyai uang tunai dan yang ada hanya berupa
harta benda untuk mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dan harta
benda kekayaan tergugat.

Apabila ditinjau dari segi praktek eksekusi pembayaran sejumlah vang
pada umumnya tetap melalui penjualan lelang terhadap harta kekayaan
tergugat sehingga diperlukan tata cara yang cermat dalam pelaksanaan
cksekusi yang secara garis besar adalah :

1. Harus melalui tahap proses eksekutorial beslag.
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2. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang vang melibatkan jawatan
lelang.

Sedangkan pengertian cksckusi Hak Tanggungan yang di jabarkan
dalam Pasal 20 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan memuat 3 (tiga) cara yakni:
I. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT (parate

execulie).

bd

Titel eksekuntorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan

3. Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan dibawah tangan atas
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 Avat (2)
UUHT).( Herowati Poesoko, 2007:19).

2.8 Pengertian Parate Executie

Dalam eksekusi Hak Tanggungan terdapat eksekusi obyek Hak
Tanggungan yang memerlukan fiat dari pengadilan, artinya eksekusi obyek
hak tanggungan baru akan dilakukan oleh Kantor |elang Negara apabila telah
memperoleh fiat dari Ketua Pengadilan Negeri vang wilayah hukumnya
meliputi jaminan (obyek hak tanggungan) yang akan dilelang. Tetapi selain
eksekusi jaminan melalui fiat pengadilan juga dikenal eksekusi jaminan
melalui parate eksekusi. Eksekusi Hak Tanggungan melalui Instrumen Parate
Eksekusi ini pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan tidak
memerlukan fiat dari Pengadilan Negeri tetapi dapat dilakukan secara
langsung oleh Kantor Lelang Negara.

Menurut Prof. DR, Mariam Darus Badrulzaman, S.H., (dalam Sutamo,
2005:325-326) Parate cksekusi (paraie executie) artinya menjalankan sendiri
atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim. Jadi
dengan hak parate eksekusi, kreditur dengan kekuasaan sendiri dapat menjual
sendiri obyek hak tanggungan (jaminan) tersebut. Menjual atas kekuasaan
sendiri tersebut dapat diartikan bahwa penjualan dilakukan menurut cara yang
diatur dalam pasal 1211 KUHPerdata, yaitu dengan bantuan langsung oleh
Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan fiar Pengadilan. |
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Menurut Soedikno Mertokusumeo, (dalam Salim, 2004:190), Eksekusi
Parat (parate executie), yaitu merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui
gugatan atau tanpa melalui pengadilan. Parate Executie ini terjadi apabila
seorang kreditur menjual barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel
eksekotorial (Pasal 1155, Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata).

Parate Executie menurut Subekti adalah :

"menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi

haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas

sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri
barang tersebut™

Tartib (dalam Herowati Poesoko, 2007:5-6) berpendapat bahwa Parate
cxecutie adalah eksckusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak
jaminan (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan atau campur tangan
Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang
Negara saja. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan
parate executie merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk
memperoleh kembali pivtangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan
dengan eksckusi vang melalui bantuan atau campur tangan dari Pengadilan
MNegeri.

Pelaksanaan parate executie berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakan -

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

pertama mempunyai  hak  untuk  menjual obyek Hak

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

tersebut™.

Berdasarkan kelentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan
lersebul, hak yang semata-mata diberikan oleh Undang-undang. Walaupun
demikianntidaklah berati bahwa hak tersebut ada demi hukum, melainkan
harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pembebanan

Hak Tanggungan atas hak atas tanah.
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Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 6 UUHT yang menjelaskan
baliwa, hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendin
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai
oleh pemegang Hak Tanggungan atau lebib jelasnya pemagang Hak
Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak
Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji, pemegang Hak Tanggungan
untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa
memerlukan persetujuan lagidari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, daripada
kreditur-kreditur lainnya. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak dari pemberi
Hak Tanggungan. (Kartini Muldjadi dkk, 2005:248-249).

2.9 Tugas dan Fungsi KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PME.01/2006,
Kanwil Ditjen Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang
kekayaan negara, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Seperti halnya Kantor Wilayah Ditjen-ditjen yang
lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kckayaan Negara adalah
jabatan eselon II a, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
eselon 111 a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kanwil DJKN bertanggung
Jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sedangkan kepala
KPKNL bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara
setempat.

Adapun di bidang keckayaan negara, instansi vertikal di daerah ialah
kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara membawahi Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Walaupun Departemen
Keuangan merupakan holding company type department, tetapi tidak semua
Dircktorat Jenderalnya mempunyai Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal
Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuvangan, dan Direktorat
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Jenderal Pengelolaan Utang tidak mempunyai instansi vertikal di dacrah,

karena tugas pekerjaan Direktorat Jenderal tersebut lebih bersifat pembinaan,
pemberian bimbingan, pengarahan, dan pemantauan. (http://djkn.go.id)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang
Negara, dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyclenggarakan fungsi:

Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan
negara;

Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan
serta penghapusan kekayaan negara;

Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang
Jjaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/
penjamin hutang;

Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waklu
dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung
hutang dan/ atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan
piutang Negara;

3. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

10.
L1.
12.

Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara
dan lelang;

Pelaksanaan penctapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi
barang jaminan;

. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau

penjamin hutang serta harta kekayaan lain:

Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabal Lelang:

Inventarisasi, pengamanan, dan pendavagunaan barang jaminan;
Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan
piutang ncgara dan lelang:
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13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan
hasil lelang;

Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang. Susunan organisasi Kantor. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Mei
2007 dengan Bapak Guntar Arifin, Pegawai KPKNL. bagian Pelayanan
Lelang). Adapun bagan organisasi dari Kantor Pelayanan Kckayaan Negara
dan Lelang antara lain terdiri dari:

a. sub bagian Umum;

b. seksi Administrasi Kekayaan Negara;
¢. seksi Pelayanan Penilaian;

d. seksi Piutang Negara;

e. scksi Pengelolaan Barang Jaminan:

f. seksi Pelayanan Lelang:

g. seksi Hukum dan Informasi:

h. kelompok Jabatan Fungsional.
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4.1 Kesimpulan

I. Perjanjian kredit bank harus dibuat secara tertulis dan harus menyertakan
jaminan, karena perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukii tertulis antar pihak
bank dengan debitur. Penyertaan jaminan ini digunakan untuk memberikan
kepastian hukum bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian hukum pada pihak
kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga
yang ditentukan, sedangkan bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha
karena mendapal tambahan dana.

2. Pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pembuatan APHT di
hadapan PPAT yang berwenang. kemudian diakhiri dengan tahap pendaftaran
Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat. Kewajiban pendafiaran Hak
Tanggungan sebagai wujud dari publisitas yang akan menimbulkan kepastian
hukum. APHT yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, merupakan
bentuk kepastian bagi pihak debitur bahwa obyek jaminan tersebut tidak dapat
dijaminkan lagi kepada pihak lain.

3. Pada dasamya Parate Executic merupakan hak untuk menjual dengan
kekuasaannya sendiri (kreditur) obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari
debitur terlebih dahulu ataupun dengan melalui fiat pengadilan. Parate executie
ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, yang dalam
pelaksanaannya, Parate Executie harus diperjajikan terlebih dahulu, Pelaksanaan
lelang sesuai Pasal 6 UUHT (Parate Executie) ini, merupakan jalan yang paling
mudah yang ditawarkan oleh Undang-undang dalam percepatan pelunasan atas
kredit macet dari seorang debitur yang telah wanprestasi.

4.2 Saran
1. Pihak bank scbelum memberikan kredit kepada calon debitur hendaknya
melakukan penelitian yang lebih cermat mengenai kemampuan, keadaan usaha
serta itikat baik dari debitur. [al ini untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Pihak debitur hendaknya mempunyai kesadaran untuk segara melunasi hutang-
hutangnya sebelum dilakukan permohonan Lelang benda jaminan kepada pihak

32
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KPKNL yang tentunya akan membutuhkan biaya tambahan, seperti biaya
administrasi, biaya lelang dan lain sebagainya.

Pihak KPKNL untuk mengatasi segala hambatan-hambatan yang terjadi pada saat
atau setelah pelaksanaan penyitaan dan pelelangan, hendaknya mengadakan suatu
koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam permasalahan
tersebut, baik dengan pihak debitur atau penanggung hutang, pihak bank,
masyarakat maupun instansi-instansi terkail lainnya (Pengadilan, Kepolisian,
Badan Pertanahan, dan lain-lain).
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PENGUMUMAN PERTAMA

LELANG EKSEKUS| HAK TAMGGUNGAN ey

Berdasarkan Pasal € UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyal Indonesia
(zrser0) Tbk Kantor Cabang Jember akan melskukan ‘elang Eksekus/ Hak T3anggungan
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember, teriiadap

1. Debitor : AGUS WINDARTO , alama" © JI KH. Shiddiq No. 17, RT.01. RW.08 “elurahan
~'ember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
4. Sebidany tanah selues 662 m* besera bangunan yang berada diatasnya tersebutl dalam
SHM No. 5618/Kel. Jember Kidul atas nama Tuan AGUS WINDARTOQ, terletak di
Kelurahan Jember Kidul, IKecamatan Kaliwales, Kabupaten Jember.

2. Dabitor : WIWIK TEWI MUNTARZIAH, alamat - Dusun Krajan Kidul RT.01, RW.09 Desa
Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.
a. Sebideny tanah seluas 327 m? beserta banjunan yang berada diatasnya tersebut dalam
SHM No. 71/Desa Tegalsari ulas nama Nyonya WIWIK DEWI MUNTARZIAH. terletak di
Desa Tezalsad Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

3. Debiter © [SMAIL, Dis dan IMMIYAH, alamat © Du un Krajan Timur RT.03, RW. 04 Desa

Miokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jembar,

a. Sehidany inah seluzs 1.400 m? beceria bangunan yang berada diztasnya tersebut
dalam SHM o, 266/Desa Mickorejo slas nama IMMIYAH, terletak i Desa Wokorej:.,
Fecamalan Puger, Kabupaten Jember.

t. Sebidang tanalh) seluas 250 m* beserta bangur.an yang berada diatasnya tarsabut dalar
SHIA Ho. 281/Desa Purwoharjo alas nama Doklorandus ISMAIL, terletar di Dess
Purwohaijo, Kecamitan Puger, Kabupalan Jember.

4 Debilor . SUMYAKNOD MULYOREDJO, alamat Ji. Majapahtt G. 18 Kalurahan Sempusar,

Kecamatan [{aliwales Kabupaten Jemnber

& Sebidang tanah s=luas 4.785 m?*_ beserta bangunan yang berada distasnya lersebut
dalam SHIM No. 275/Desa Ajung atas nama Tuan SUMTAKNG MUL JOREDJC, terletak dj
Desa Ajung. Kecamatun Kalisat, Kabupsaten Jember. -

L. Sebidang tanah seluas 448 m* beserta banyunan yang berada distasnya tersebut dalar
SHN No. 1555/Kel. Sempusan atas nama Tuan SUMYAKMO MULJCREDIO, teiletak di
Kelurahan Sempusar, Kecamatan Kaliwales Kahupaten Jember.

5 Debdor : SUNANDI YUWONO, alamat Ji. 25 jatan No. 40 RT.02, RW.02 Dusun Krajan,
desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

a Sebidany lanah seluas 1.825 m? besera hangunan ¥ang berads diatasnyc te-sebt
daam SHM No. 87/0esa Petung atas nama ANDR) HARTONO, teretak di Dess Fetung,
Kecamatan Bangsalsan, Kabupaten Jember.

b. Sebidang lanah seluas 7 360 m? beserta bangunan yang berada diatasnya terset.ut dalam
SHM No. 33/Desa Petung atas nama Ny. TANDRAWATI, terletak di Desa Petung,
Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember.

. Sebidarg wanah seiuas 507 m? dan segala sesuatu vang berada diatasnya tersebut dalam
SHM No, 78/Dess Petung atas nama ANDRI HARTONO, tedetai: di Desa Fetung
Kecamet:un Bangsalsar, Kabupaten Jember,

d. Sebidang tanah seluas 599 m* dan segala sesuaty yang berada diatasriya terzecut dalam
SHM No. 113/Desa Petung alas nama ANDRI HARTONO, tedetak di Dess Petung,
IKecamatan Bangsaizari, Kabupaten Jembe-

e Sebidang tanah seluas 4.260 m? dan segala sesustu yang berads diatasnya isrsebut
dalani SHM No. 128/Desa Pecnro atas nama THEE, ANDRY HARTONO, terletak di Desa
Pecoro, Fecamatan Rambipuji, Kabupaten Jeribe;

f. Sebidang tanan seluas J.649 m* dan S&gala sesualy yang berads diztasnya tersebut
dalam SHIA No. 125/Desa Fecoro atas nama 7 HEE, ANDRY HARTOMO, tedeatak d Dusa
Fecoro, Kecarnatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

g. Sebidang tanah seluas 1.858 m? dan seg.la sesuals yang beraas dizsitasnye lersebut
dakim SHM Mo, 133/Desa Pecoro atas nama Nong TJINDRAWATI, tedetak d| Desa
Pecoro, Kezamatan Rambipuji, Kabupaten Jember

h. Sebideng tanah selyuas 898 m2 dan segala sesuaty a8 berada diatasnya tersebit dalam
SHM No. 269/Desa Pecoro atas nama CINDRAWATI terletal: di Desa Pecoro
Kacamatan Rambipuji, Kabupaien Jember
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Lelang akan dilaksanakan pada :

Harlltangga® - Junvat/ 22 Desember 2006.

Pukul 1 09.00 WIB.

Tempat : Kantor PT. BANK RAKYAT INDOMESIA (PERSERO) Tbk
Cabang Jember.

JI. Ahmad Yani No. 1 Jember.

Syarat-syarat izlang

1. Setiap peserta harus menyetorkan uang jaminan sebesar :
4. Rp 250.000.000 - (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sebidang tanah nomor 1.a.
b. Rp £0.000.000- (Dua puluh juta rupiah) untuk seoidang tanah nomor 2.a.
Rp 10.000.609,- (Sepuluh juta rupiah) untuk sebideng tansh nomor 3.a.
Rp 15£.000.000 - (Lima belas juta rupiab) untuk sebidang tanah nomor 3 b.
Rp 220.000.009,- (Dus ratus dus puluh jula rupiah) utk sebidang tanah nomar 4 a.
Rp 150.000.000.- (Seratus lima uluh juta rupiah) untuk sebidang tanah nomor 4.b.
Rp 160.000.000, - (Seratus enam puluh juta rupiah) untuk sebidang tanah nomor 5.a.
210.000.000,- ( Dua ratus delapan puwh juta rupiah)uf sebidang tanah nomor 5.b.
Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah} untuk sebidang tanah nomor 5.c.
Rp 30.000.000 - (Tiga puluh juta rupiah} untuk sebidang tanah nomor 5.d.
Rp 70.000.000 - (Tuiuh puluh jula rupiah) untuk sebidang tanah nomor S e.
Rp 55.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah nomor 5.f.
Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) untuk sebidan] tanah nomor 5.g.
Rp 15.000.000 - (Lima belas juta rupiah) unfuk. sebidang tanah nomor 5.h.

Py~ A= ro~Da0
-
-

Disetorkair ke Rekening Bendahara Penerima KP2IN Jember Rekening Nomeor
143.0002103404 nada Bank Mandiri Cabang Jember paling fambal 1 har sebelum
pelaksanaan lelang felah efeklif diterima, dengan mencantumkan nama ferang
penyetorfpeserta !2lang pada slip setoran,

2. Pesera yang lidar oitunjuk sebagal pernenang, dapal mangambil kembali uang jam:n;ar_

lelang tarpa dikernakan potonoan apapun setelah lelang berakhir.

3. Semua barzng yanyg akan dijual dalam kond:si sesungguhnya, dilokasi dan dengan semilis
cacat dan kekurangannya, xani menganjurlian peminat untuk melhat mementss cbek
yang bersangkutan sebelum mengikuti pelelangan,

4. Apabila <aena suatu hal terjadi pembe'ilan/penungaan lelang terhadap salah saly
Tarang atau beberaca barang tersebut di afas, pinak-pihak yang berkepentingan. paminst
lelang tidaic dapat imelakukan tuntutan dalam beatuk apapun bak pridana maupun perdats
kepaaa KP2LN Jemter dan PT. Eank Rakyat indonessia (Fersero) Tok Cabang Jlerber

5 Hezterangan lebh larjul dapai menghubungt PT. Bank Rakyat Indonesia (Persera) The
wabang sember No. telpon 0331483258, 03 11-486483 (Hunting).

6 Syarat-syarat lainnya akan ditentukan parla iaat I2lang.

Jember 21 Mopember 2006 u]l

Suprapto
Pemimpin Capang
FT. Bank Rakyat Indonazsia (Perseru) Thk
Jember

4
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PENGUMUMAN KEDUA  Lampiratl.
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menw, thik Pengumuman Periams Lalan, Eksekus sk Tanggungan pada eslebarn :~mpsl langgal 11 Nopembur 2006. berdasarkan Pas d A LU Hak Tangpungan
Mo, & Tehwn 1960, PT. Bank Rakysl ndonesis |Praisam) Th K Cabans Jamber skan rulekukan Lelang Ek.elus Hek Tanggunear. *  .gan paranis-asn Kanl,.,
Pelmyean o Pailang dan LoLang Nogan: | .0, s, s
U Dbty | AGUS WINDARTO | slamat - W4 Shiddig Mo 17, AT Ui, RVI08 Kelurahan Jambssr K'4 Krcamatan Ki liwat =, Kabopalen Jembor,
& Tabidang lanah sekiss 66 ! m' beseria bangunan yang horada uiatasnys lersebul dalam SHiM No., 50U 2K, Joe veuf Fuduf ata nama Tean £ TUS WINDARTO,
ieneink ol Moburabhan Jombos Kl il K. Lt Moiilivorlam, Knbupalon Jambes Aengan hasga bmil Ro 1.100.000.000.- (SalL mudyar s @',z uiti ru,, ah),
= Palsies WIWIK DEWY MUNTARZIAN. slamal  Dusan Frajii Kidut AT0Y RW 09 Desa Sum®serejo, Kecamalan Ambily, kabupalen Jomibar.
4 Setidang wanat sekiss 177 m' besarls bangunan yor: berada dislasnys lersobutl datam SHM No. 71/Doua Togabsii ams nwna hyonya W0 LECWI
MUNTARZIAM. loretsk o Dena Tog, duai, Kocamuston An s Fentmaiodon Juiber dongan harga kinll Rp 100,000 000, BrBlus juta rugiah). -

3 Deobsls . ESMAL. Dre dan IMMIVAH, sl anmnr.m,m.mmmm Keiematan Puger, Kabupater. Jambar
& Sabidong Lingi schuas | 400 m' beuars bangunan pang bevada distesnya lersebul dalsm S0 Ho. 2L6/Dos~ Mickorojr als nama IMMIYAH, tordstak di Doss
Lok o, Mecmenalan Puger Kabi=aken Jemise- e W bmil Rp 30.000.000,- | Niga pubsh jule noint.
B Sobstwwg Luwwsh gokor 250 v fus et bwagrirn yann) Durisdo dinssrys ersobol dulsm SHY Mo, 261/ -3 Mmlmmn-m ISMAIN
b o O Dl imps. Mocaeion Pugor, Kt e Janibe dengan harga linil Rp 75.000.000,- Tujuh puluh 11 3 Al Fugiah)

1 Dotwior  SUMYARND MULYOREDJO. slarmast 2 Majngatit G 171 Keburnhan Sompusan, Kecs soilan Kafiwesos 0 tugmdun Sunibst,

B Setatang st prba § P68 i e i g e bty G don e rlmrnyi b bl dha' i SHEIM No. 275k & F pung Bis nams T an SUMYAKND MULJOREDJD
ik o Dhesir A B mmatms & s |, alagaion Jesmtor . Gengan harga bmd Rp T00.000.000,. (Teguh @t julr rupiah),

b Setmduy Luiih sochins 448 wr beserts bangunan Fang versda dadanmys wersebul Jiiae S Mo 1555l Semputn atas nams Tusn SUMFAKND
MU OAEDNO. leralah o Keturahan Son sussn Kecamman Kl sley Kabupaien Jembor, dengan hergs L 1 Tg 750000 000~ { Tuyuh ralus b pukd juls
Puepnat| .

v Dhdtubs  SUWANDH YUWOMO Lwnsi & 1%, i Bl WU AT O AW 02 Dy Mo, dlerce Paibmu), Memar mobos llagpaid s, Mol st Je o4

b, Bt Lol Lominls medhims | A% e bame L4l e m s wbw e ey b e okl b ik [, lhﬂ“lwmme,mﬂ
g e S e | e Fodagedon dolng, durngm hadga ke By 1,100.000 00 - "Sabu mlyw STalUS pld FUpAEn)

B Thdmd e L st TR e Daseni ¢ HWpnan yang bo-wds tiaks Sy lersebut daleo 5181 M . 330esa Peurag wiamemo Wy, T MODRAWA™  ierabsh di
Dutner ioiumny Kon it B guaean, el geiben Lembor -wwwﬂpim.n@l.w ~{Salu midyar bge - alus dua ik 1l i ragash)

& Bebmtong Listy sk S0 oy sl [T e . pomy bl atmorpa oraobut dals o+ SHM Mg T8 0esx Petung a"#% Lama &%0R) HAN FONG, leneLa o
Do Fhormmngy, Ianrammaning 1) b, Mg ey il u:wwmhmmm.nmmmi

o Sl Loy meslas SO0 pre it meelet Bty yang ln. wia datisrya Wesebut data SHW Mo, 1130esa Puluy sty e o ANDRLARTULMND. ioreiak
ﬁmmm_u.mnmmhum--_m.mm.wm,mnumm;muﬂ.ﬂn;um

o Bl by Lui i ypouwg borde i _

o Badbmbuiig lanaty sehaas 4280 m' nmmmtmmm@anmﬂmm“mmm
terigtak o Dwaa Pecom, Kacamaten Fambipuli, K Jambane.

= Sebidang tanah sehuas 3840 m' don segats sosusty yang bersd Satazrign lersabut datwn SHM No. 1291 w3 Pecon. slar n =g THEE. AHDRY HARTOND,
werlelan di Desa Pecoro Kecamaumn Rambigny Matsapaios: Jombar - +

+ Bobidang Luelh sohuas IS8 v A ol sosui ypurg burada diatasmys esbul alam SHM Mg 1300sss Mecs & 4 ngena Moy TINLRAWSTL
bovlol s ol Dhoson U imsmin Bamwtuin o8 gy Mo = o 08 s, urnibge )

+ Sobicmwy it m ol uthtl ar oo s o, sersiiniu Fing bevada dalasnya lersobut dalam SHAM Mo 209 0esa Feco s tp~ ramg CINDTTA * 4T |, ety g
Desa Pucora, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten :

Empat Dicang 1aan tersebul dyusl dalam 1 {naii) paket dengan harga . mil Flp S09.000.000, [Fie o igbhe e e i

Listang aba  oHlpk mamh mes jisila

| Vlsis sy md Feiii ml § d F s maisnslimes FULG
iasaal Uil Wi
Tampai Kantor PT, BANK RAKYAT INDONESIA IPERSERDC) Thk
Cabang Jambmr I Imp
| JL Atmad Yani No. 1 Jembar, : Iran Te—
'-ﬁ
|| syaratuyneat totang Riszlah Tc'org Nomer ¢ /200 |
b Sannp peder 1 hatus menyeiotkan uang jan. van sabesar Tl:l:[_::r,] . m |
A Fp 250000000, (Dus rslies s puliby jita ruplan) wntuk setidang “In 9 nomaor 1.3, Trictar g el ﬂHﬂ m
b. Fp  20.000.000. (Dus pulub juls uplahl uniuk sebidang lanah nomoe 2,8, b
e Ap 10000000 \Sapuluh jula rupiah) uniul. ,.abidang tanah nemor 3.a

4 Bp 15000000, (Lo belag puls fupiah) unluk sebidang tansh nomes 3 0.

. Rp 220000000 (Dus ratus dua puluh jwla nupiah) wik sabicang tanah nomar £ 3,

{ Fp 150000000 (Sermius lena plbuh jute fuplah) unle | sab-dang lanah no er 4 b

g Rp 18000000, (Sursius anam puluh Iuia rupati) uniuk seblang tanah no: B.a.

h Rp 280.000.000, ( Dua ratus dalagan Pa P jutl rupiah il sabidang tanah nomar 5.b.

I Fp 5000000 (Lims bales pli fuphati) urduk sobidang tanah nomar 5., '

| ) Re 30000000 (Tigs pulub juts -upiah) uniuk sebidann tanah namar §,d, we] 4

k. Ay 120.000.000, (Setatus dus puluh fuln rupial) untuk empal bdang tanah nomor 5.e. - h

Dusaiorian ke Rakeng Bendahars Penerimia KEZLN Jember Rekaning Nomor 143.0.02103404 pada Bank Ma diri Cabang Jamber paling lambai 1 s | sesalm
pelakuanaan lolang sk ehekil dilstima, dengan mencantumkan nama leran- panyelorpesene letang pada slip sators |

2 Pengurmurnan Kadus Lelang Eksekusi Hak Tanggungan il sakaligus sebagai ralal Pong' mumai Pertama Lalang €1 sakusl Hak Tt pony el Ao ygml @1
HNopombal 2008 wrdatilu ¢ J i

- L] 4
3 Pasafia yang bdak ditunjub subisgnl pemwiEng dapal ressnganibl hebgh gang garmi an dmy_hmgdlnm%mwn aolalan latang otk
4. Boviii bpewing ywiny sk sl sttt hondisd sasungy shiys, diloks 4 dar. dengan s~ nua cacat dan kenurangan iya. kil manganjurkan pamins! il malihsl
e olynk i .

i
yang barsanghuian sebalum mengikut pelsiangan, £ klﬁ:"'h.g ;.:‘.'“‘ff',- (' ‘),f:';

] mmmuhqﬁmuhmm terh. 42 ssllh salu barang atau : o spa b iang rchis o ata, pihas-pitak yar j barkaor dingan/
pemaned lelang lidak dapsl melakukan luninan dalam beabuk apapun balk pidans mausun rrify kepada KPZLI J:rrjw_dun PT. Bank R kyal Indenesls .
(Porsaro) T Catiang Jermbr AT :

8 Kalorangan lebih lenjdt capsl menghutungl FT Slank Rakyal Indone<ta (Perser) 1 I:v_li al wuu-plpﬂn OO 1-482258, 023 1-186400 (it g,

7. Sysculayace lainnys wkan dileniubkan pada sas! lelang L i e o
%X : T P

L ving) w5 L= S Al

dmmibier, IJT'I'.I“L b FO0E
A B
i E--fl;: i:':'.' :I“Lj F-
i - el Lo .
Sl ETE Pamiinpln Eabar
i T Bank Rakyat indonesia (Fersero) Tok
28 Jnmmiber
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Lampiran II1.

SALINAN

RISALAH LELANG

Nomor . 055 / 2007

Tanggal * 28 Maret 2007

Pejabat Lelang  : iALMON MARPAUNG SH
Penjual : PT Bank Mandiri

(persero) Jember

Sifat : Barang Tetap

KANTOR PELAYANAN KEIZAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER
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T

Lembar Pertama,
Pejabar Lelang,
ird
Salmon Marpaung, 8,11,

SALINAN

RISALAH LELANG
Nomor : 055 / 2007

————— Pada han ini Rabu, angeal dua puluh delapan bulan Marer tthun dua ribu
tujuh (28-03-2007), mulai pukul sepuluh lebih e pulul i menit Wakiu
Indonesia Barat (10,35 WIB) di hadapan saya; <o

......................... SALMON MARPAUNG, S.H., NIP. 060053308 ...

Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Jember bertempat tinggal di Jember, yang diangkat
berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor -
06/KM.09/UP.11/1999 dan dikukuhkan dengan Keputusan  Menter
Keuangan 02/KM.06/UP.11/2007 tangeal 02 Maret 2007 ;- - oo
diadakan penjualan dimuka umum (Ielang), berrempar di Kangor P Bank
Mandiri (Persero) Cabang Jember, Jalin: Ahmad Yani No. 3 Jember, terhadap
barang adak bergerak yang lebih lanjur akan dinraikan J; bawih ini, karena
cksckusi berdasarkan pasal 6 Undang-undang 1-1ak Tangeungan,

T A Pty s A8
| EDI PURWANTO, Manaper Rewonal  Credin Recovery VT PT Bank
’ Mandin (Persero) ‘1 bk s berrempa tnggeal o) Surithava dengran suratnva Nomor
P RUIRZSBY /8- V7R3 gl 13 Pebruan 2007 oo e T S

J vang  dalam hal i hertmdak menpikinkan pr;kvl';;mn.-f’Jasl:u:lrur:n].':l
tersebut, berdasarkan Surar Penunjukan  No, RCR/SIBY /028 /2007

tanggal 23 Maret 2007 2000, meaunjuk Sdri. Dwi Suprihatin, sehagai

Penjual (Pejabat Penjual) dalam pelaksanaan lelang ing schingea

| beliaw berhak melaksanakan nenjualan dirauka urmm felangd rerhadap

H

( barang sitaan ding ksud, denpan perantaraan Kantor Pelavanan Piutiang
dan Lelang Negara [ember, dan sclamurnva di dalim risalal; lelang 1

viang bersanglutan diselygt sehagn Penjual, oo .

----- Penjualan umum (lelang) ini, dilaksanatiar ditoee oo indalk
Linjur karena Penanggrung Hutang, ticlik
dapat memenubi ¢ e T e e e e L

L Perjanjian Kredir Tnveses Nomar : 50 tangpl 30-To3002. —vovasici

--- 2 ."||n:1:| -
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Lembar - Kedua i Risalaby  Telang vl 28 Nurer 2007

Nennor c 085 / 2007:

A

epilin Felang,
rid
Sihmion ."'-I;ll'p:mllg, S.HI,

Akt Pemberan Flak Tanggungan Nomor AL /ST /2000 tngantl 16-
FE-2000 yang dibuar dibadapan  LUKMAN HAKAL CGUSTLL Sarjana
Hukum, Pejabat Pembuar Akea Fanah di Kabuparen Situbondo, terhadap
schidang tanah SHAM Niy, | 166/ K¢l Dawuhan, unruk Peringkar | (Perrama)
hingga sebesar Rp. 25.000,000,00 (dua pulub limg jur rupihy o Sertipikan
Hak Tanggungan Nomor 373/2000 tanggal 30 November 2000 atis oo
sebiding tanah SHM No. 1166/ Kel. Dawuhan, untuk Permgkan | (Pertama)
hingga sebesar Rp. =5.000.000,00 (dua pulub lima Jura rupiahy jo, Sertipikar
Hak Tanggungan Nomar 153/2001 tangeal 05 Juni 2000 amas ik
tasth SHM No. 1166/ Kelurahan Dawuhan, unwk Peringkar 11 (Kedus)
hongga sebesar Rp. 33.000.000,00 (rga puluh 1isa jur rupiah} © Sertipikar
Liak “Fanggungan Nomer : 154/2001 rangel 05 Juni 2001 apas bidang
tanah SHM No. 21/Scliwvung, untuk Peringkar Feruma hingga schesar R,
29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima eatus ribuy rupiah); Sertipikat
Hzk Tanggungan Nomor - 490/2003 tanggal 05 Juni 2001 aias bidang
ranah SHM No, 27/ Scliwung, unruk Peringkar Perrama hingea sebesar Rp.
29.500.000,00 (dua puluh sembitan jura lima eatus riby rupiih)
vang didalamnyva memu Janp-angi vang telih disepakan antara kedua belah
pthak, debiror dan kreditor, amar lain (TR R

lika Debitor ndak memenuhi kewstjiban il maelumgsg ULy,
herdusarkan pegangian shing-prating reesebur duas, oleh Pibak Pertama,
Pihak Kedua selaky Pemcpany | Lk RE T T permgkar pertams
denpan akra i dibert dan menvatikan mencring kewenangan, din unruk
ta kuasa, unruk fanpa persewguan reeehib daboli dard Pilaals Pertan - --
" menjual atau suruh menjual dihadapan umum sceary lelang Obyek

Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sehagan-sebagian: - .

homenganyr dan menetapkan  wakig, e Mt vara dan <varaesyari
Pefpaaiang ——issednse L 0 gL S o O i
¢ menenma uang prenwli, menindwianeam  dan vtk

KWHANNE - el Bk i e
P menveralikan apa vang dijual e kepacda pembelr vang bersanghatan; -
< meagambil darn uang hasil peniwlan st selurihnyg arg selagnan
untuk melunasi utang Debitor eersebur diaens; dan - oo
Eomelikukan hal-hal Jain vang menurur Undang-undang dan peraturin
hukum vang berlaku dihacuskan A menurut pendapar Pihak Kedua
percle dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa rersehur, o

- Bank ---
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Lembar - Ketga  dari Risalah Pelang  tanggal 28 Mo 2007
Nomaor ;055 / 2007;
Pejalin leling,
el
Salmon Marpaung, 11,

---== Bank sclaku kreditur sebelumnva telah membenkan teporan securs teerulis

kepada debitur melalui surarnys -

. Surar Peringatan Penyelesaian Kredit Nomar RECRBH A /005 /2004
rngeal 13 Aprl 2004, e

2 Surar Peringatan Penyelesatn Kredit Nomor RCRBEDL)AN/349/2005
tingERl 29 Desbmbet 2005.. —rereee e aesime et st eruonsersis cotbr e

Surit Permgatn Penvelesain Kredin Noanor o+ 184 LR NN 26302000
tacagsrd 28 Nhieer 20060 oo -

“i

= = Warane vang diyual menura kesdaan su acbanva pakis o i berupa 0 — - -
L vaing

L. Dea bidang tanah scluas 18.780 m2, tersebut dalum Sertifikat Hak
filik Nomeor : m2, terschut
dalam Sertifikar Hak Milik Nomor : | atas nama ALL
berikut segala sesuatu yang berdiri melekat diatasnya,

terfetak di Desa

Alnmat Agunan

2. Senidang mnah seluas 400 m2, tersebut dalin Sert filkat Flak Milik

"N, berikur segala sesuatu Viinge

berdiri melekat  dimasnva,  terletak  di Kelurahan Dawuhan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Alama Agunan JI. Melani,

Dawuhan, Keamatan Situbondo, Kabupaten Situsondo, —--=mememeeeaces

Prennikin <
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T

Digital Repository Universitas Jember

Lenowe werakhie dan Risalah  Lelang vangeal 280 Maner 2007,
Noror o 055 / 2007;
Poptbae Lk,
el
Sathmeny Marpanog, 501

Penjualan Lelang i welah dwmonkan oleh Peopial miclilin
sewharan/rempel anggal 26 Februan 2007 sehagm pengomuman pertama din
potde sumn kabae harian "RADAR JENMBER™  cang werbme paads tingasal 13
M 2007 sebagai pengamunman kedua, _ sieres

I - Dalam PLLll\"-qIH-I e ebng e adake ada '~1.nl.:np!u|1| umy ki

I}Ln'!“q““" S A e S -——

Penjual, Pegaba Faling,
ttd 1l
Salmon Marpaung, S.11,
NIP, 060053308
CALNTAN
Dlalin lelang eksekust i ndak adi ving menga nlan verae {~.myu the mj bk
ars pembavaran maupun Basil lelangma. oo e

Pipelait elang
il

Sl Mampranga S L
o I T S T

Dyibierkan salinan
g L elessir s tinn

_1¢'|'|'|| Ty

R:"‘I.H.l Kt

-

-.-‘

/ Jih Muhibbudin
NI, 060042728
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DG 429325 “mbed

DEMI KEADILAN © =

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA Ef

SERTIPIKAT
HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KSFANMADYA

PROBOLINGGO .

IERERORNRNNAC
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SALINAN =~
BUKU-TANAH -
HAK TANGGUNGAN

Momor HD"? }01(1}5-

- JAWA
PROPINS]

GO

FROBOLING
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 307
N #.74'5

DAFTAR ISIAN 208
No.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ESTAMADYA

PROBOLINGGO

A ey L I T e

BADAN PERTANAHAN NASIOIST

AL,
fafiary 1
HOSRALY

o i
IR AN et AL e reed
T L SESE T A
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' PENDAFTARAN PERTARIA

2). HAK TANGGUNGAN b), Nama Peme, Hak lenn ini
No...4.017./[208 PT. BANK RAKYAT NESIA (Persero) Tbk.

Peringkat : | (Pertama) Berkedudukan di Jakarta

c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjumin pelunasan piutung hingga sejumluh :

150.000.000,- Seratus Lima Puluh Juta Rupiah —-
- TR TS DR e SRR 7.1 1T 1 O R R R AT T
e o I T e e e S, . )
d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI
Jenis dan Nomer Hak Benda - benda lain
-HM. No. 183 / PAKUNIRAN. - Segala sesuatu yang berdir, tumbuh dan

tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifat,
maksud dan peruntukannya menurut hukum dapat
dianggap sebagai benda tetap, baik yang sekarang |
telah ada maupun yang akan ada/diadakan
dikemudian hari, —

~-Notaris Kraksaan dan PPAT Kabupaten Probolinggo ...
Tanggal ... 042072005 Nomor .. ... 208PAKUNIRAN/VIV2005 .. ... .

yarg salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan in

f). TANGGAL DIBUKUKAN gl TANGGAL PENERBITAN SERTIFI
Probolinggo 2.6 -Jup 2005 | Probolinggo 26 JIL

Kepala Kantor Pertanahan | Kepala Kantor Pertanshan

3 Kotamaduy | w
hmw‘iﬁt“imﬂgﬂ : . Kahuliglm"‘ﬁﬂn Ay
td td
Ir. MULYONO SADYOHUTOMO, MCRP Ir. MULYONO SADYOHUTOMO, MCRP.
NIF 010095 512 NIP 010 095512

W) fohnon cesuni dengen sxfinyg
= ey Lecarysn Penerbitan Sertipient
boglA FANTOR PERTANaMAN
QUWPATEN FHD!‘EHNEGDL

i .;- S*QTQHUFGMQ‘ ACAA
=¥ NIP. 370 uwe 312
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PENDAFTARAN PER

LUBAHAN

1
—

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
Na. Daftar Tsian 208

Keterangan Mengenai Perubulun.
Tanda tangan Kepala Kantor,
dun Cap Kuntor
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Lampiran V.

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Mis Egafrﬁ’nFIPhﬂf?IIf?ﬂﬂﬁ
Lewbar Pertamal Kediu

Puda hari ind, Sealn nggal O4 enpat
bulan Juli tahun 2005 ( dum ritm lima ), —--—--e
|
hadir dihadapan says . 1 E3.Us KARIARA, S8rjeos Hokum, eeeeemeeeee-
yeng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negere Arroris/“epnle Bednn -
Portanshan Nusionsel, - S ——
tanggal 24 Juli 1993 pomor $35 = X1 = V%, o
disngka/ditunjuk sebagai Pejubat Pembual Akta Tanah, yang selanjuinyu disebu

PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan duerah kerja Yelupften ——em————o
Frovolinggo, dan berkanior di Jelan liaya Penr1ima -
Sudirman nomor 175, ¥reksasn - frob®olin”ro —ee—- dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya kenul dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : =-=---

. 1. Tuan SAWAL, Lahir ¢i Protei=ss 5 r=di t2asa3sl
15 Januari 196%, Warga Hegsra Tiiimiss 1,
hepala Desa, bertempat “inggzl 935 Vsbupstan --
Prubo)inggs, Fecuma'a Pal DEz & Y
Cusun VeambBang, Pullge Tstan=g, = "
pumegans Karltu Tandae Pendud

Frobolirigge monare @ 1201
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abyl
i
il

i Digital Repository Universitas Jember
pemegang hak atas 1unul1{fluk—-ui-lih-ﬁbn»ﬂ5ﬂwan—ﬂmlr—!imn yang
akan dibebani Hak Tunggungan. selunjutnys discbul Pemegang Huk:
{ e
JISAHKAN CORETAN selaku Pemberi Hak Tanggungan. untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

o i ——

I Tuan SOEHATMOKO, Pemimpin Cabang Fembantu Parseiton Totlhoala,
PT. Bank Rakyat Indancsia { Persero ) Thh. 41 Krabssan, --- =
bertempat tinggal di Probclinggo: ~————- - ==—— —— s
-= Dalam hal ini bertindah berdasarkar Surat Keputusan, =----
tertanggal delapan balas { 18 ) Dezember | 002 ) dus riky -
tiga, nomor : E‘IT*DIR;’SM,’TEIEUDE, 450 Tu~, T RETUT BRI,
yang bertindak dalam zabatarnya seizku s oin Percaican —-

Terbatas PT. Bank Rak, ol lodunesia ' Faime | ) TLG, C.laupy

Probalingan, mewabili Direrzi-Lerdeza-Fa o at ¥usis Phais
nomor : 41, terfanggal dua belzs ( 12 * il ( 2007 1 dus

ribu dua, oleh karena itu terdasarban Angusran [aear —----
Perseroan nomor : 113, tanggal %iga puluh satu (31 ) Juld -

{ 1992 ) seribu sembi1lan rziy= sembilan peluh dus: dihis
dihadapan MUHANI SALY'Y, Sarjanz Hubun. totaris do Jal arfe.
berikut perubahan-parubahannya terakbhic dargan a=te nd s
tanggal tiga ( 3 ) Ohtuter ( 2003 ) dua ribu tiga, ya e -
dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hubum, Nobaoi=s i -

Jakarta, dan telah di atujur olsh Mautars Uolak itar o o
Hak Asasi Manusia Fapus) ¥ Tndonesiz dengsn SuUrat apihp e
nemor ¢ C-23TARCRTLOTL T4 THa2003, tenggsl stlan [ 20 Stukd

{ 2003 ) dua ribe tigs, be-tindak uatch dsh atas vasm
PT. BANK RAKYAT THGOIEZIA [ Cevzerp Eerkodudibq 01 -
dalan Jendral Sudirman poroe 44 28 Jaiaots Fushit, —==

sclaku Penerima Hak Tunggungan. yung setelah Huk Tangpungin yinge
bersangkutan didafiar pada Kantor Penanahan setemput akin hertindih
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, uwmuk selanjutnyi disebut il

Kl‘d"ql Sl e D b 8 S R T S, —tmrr EEmww

Wi P mb b aase flaal fremg s pors

e
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Para penghadap dikenal oleh saya/Renghadap o
—/@mnn

iya kepada saya / Furn penghadap diperkenalkan
e L L e
[ Fara Pihak menerangkan | i e e s
* bahwa oleh Pihak Kedua don—m—rs—-— - — — =

Tuan SAWAL tersebut giatas, dan M cpya SATEND, -=-

yung lain diperks

DIJAHKAN COREIAK,

Wiraswasta, bertzmpat tinggal {1 ! =bupaten -
Probel tnggo, K=zgsmaton Palun ran, Dessz Pabuas an,
Keduanya Suami-istri, bersama-sams Dert3ni;oeg -
Jawab secara tanggung Jenteng; -—--mmm——ss—smasaa

selaku Debitor, relah dihuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang

dibuktikan dengan : -—-—seee S -

- Aktaanggsl 0f Juli 2005 nomor 09,
dibuat dihadapan seys, FPojebes; e

yang salisen wesiminya diperlihathan hepada saya. —-

- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibum di_ —

Fe

nomor

b grtadis st et A

« bahwa untuk menjumin pelunssun utung Debitor sejumlsh Rp. 75.000.0%0, 00
meme—e==— [ tujuh puluh lime jute rupizh )} -—-—=m—m—==

[

lungpal

p’

fsejumlah vang yang dapat dieniukan di kemudiaty b berciesaar b (i

erisgkat Fertans, wiang-piuting teeselot sty dan penambahan, perubahan, permini e sl s
;IEIHI“ LAME AHAN . pembiaroannya (selajutinya dischut perbanjian aramg-poutans b s skl
e e s Nilui Tunggungan sebesin Rp, 190.000.000,00 ——-—— | 38r8LUS ——oree
lime pulum juté rupieh — ——

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk Kepiiaiigan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya. Hak Tangpungan f'
yvang diatur dalam Unduang-undang Hak Tanggungan dan peraturinp il
peluksanaannya atas Obvek/@hyan-obyek berupa 8 § W =cemnewel

{ 1 ) hak utas tunuliek Mebh-Adas Sabini

—Mwlln viang digeackan e bowaly i 3 seeea

Khioi Meendievsiaed Dl Dk gasien penie Aitibiadal ol
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DISAHKAN CORETAN,

Huk MiiikAHak Grmat e S BameammmtmkePakae oo

MNomuor 183/ PARUNIBAN e sebidiang tnah

sebagaimana divrarkan dalam Sura LJkun';Gumhnr".ﬁnmi-mngg.ﬁ
06 Juni 2004, —-cmceee- = 28/PAEUNIRAN/2004, ——-

e T

440 | empat retus empat puluh e

seluas

T i i e o T i mieler i.!'l.'l'\'.':__'.j |

: i _
dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.31.10.06.00027, ---

terlelak: dit—esansmas e e e e L A R I e
- Propinsi L .. T —
- Kabupaten/Kour - . Pro®olinego, ——emeemememee

PAKUNATEN, ——mmemmmeee o

- Kecamaian

- Desa/Kelmramm— Pekunirln, ——ceeeeee—

—

- Jalan

-ﬁumﬂ"ﬂki Pomermme Hactordsram——————————————r— s

Hak Milik/Hak Gunu Bangunan/Hak Pakai : ———-ceecmcoomeanea .
alas sebagian wnuh Mak  Milik /Hak Guoa Bangugdn /) lak 1l

Nomar

denzan Namor Identilikasi Bidange Tunah { NI1B)

yaitu seluas kurame el |
TR e st =d )
dengan bifas-Halis =-caam--- - g r e S B M
Vg
sebagaiman ik |'.:|/l(i?f.1 Surat Lkurfpeta tanue|
£
Momaor 4 sang dilamprickan pada akin i

terberale:dii 1=
- Propins
Kabupaieh/ Ko

- KL"L‘;LﬂﬁI;HI

5 safelurabian

-_f“-hm‘— e e e i e e e s S e
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-yangdipecoleh-cleh Pomopang-Hak-herdusarkan— .
.'J‘;r.l
* Hak Milik atas sebidang wunah : ?/.-h_-‘.--__
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih
m:i.'
meler e,
dengan batas-batas : «--vee. /
/!
sebagnimana diuraikan dalam peta tan
Nomor yang dilampirkan pada akis ini
terletak di @ ooeeemimnee L L s - e
AHEAN CORBLAN, - Propinsi
it Kabupaten/Kota
) - Kecamatan
Desa/Kelurahan
= Jalan
berdusarkanalit-alat Pukth Baripsl) : s e srr it srarans st

k Milik Atas Satuan Rummiah SUSHI ¢ -reeesmeme e i oot e ee s semen o

L

Alna Frmwys s sk ot g wmgran ([ SRR TIH I
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tedetak-gdi ——

Propinsi . ’ /
= Kabupaten/Kous ; / -
- Kecamatan : /
- Desa/Kelurahan
- Jalan ¥ /

/

yang diperoleh aleh Pemegang Huk berdasarkan - __,/__

/

IAHKAE COREIAN, /

/

e e e e e e
e

Sertipikat dan bukj pemilikin yang disebutkan d; s diserahkan kepaly Sy
PPAT. untuk kepestuan pendaftaran hak, peadafiaran peralthon hak, dan
Pendafiaran 1ak Tanggungin vang diberikan dengan akia ;-

Pemberian Huk Tangpungin iersebut di alas meliputi juga - ——..

- Segala sesyaty yang berdiri, tumbuh o T
tertanam diatas 1 .unuh Ltersebut yarg lL&renas
sifat, maksud dan PEruntulannya meruyry Bt am
dapat dianggap ualL 1941 benda tetap, bail ya .
sekarang telah Ay mdupun Yang abiay ada/dinoal an
dikemudian hari, b= e e R -
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IKAN CORETAN,

Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Sutuan Rumah Susun dan
benda-bendu lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungun yung
oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai L L B

Fara pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebui di atas mencrangkan,
bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

ketentuan-kefentuan sebagai berikui : T e e e

A= Pasal | — S e

Pihak pertama menjamin hahwi semua Ohyek Hak Tunggungan tersebul di atis,
betul milik Pihak Pertamu, tidak tersangkut dalam suuiu sengketu, bebas dari

sitasn dan bebus pula dari beban-bebhan upanun yang tidak tereatat, s=—eeeee .

- .- Piisal 2 s RIS, | NPTl

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pitiak Pertama dan diterima oleh
Pihak = Kedua dengan janji - janji yang disepakati oleh keduu helah pihak

sebagaimana diuraikan di bawal ing 3 —ceeeeeeeee

* —Brebror—dapar—metrorken peimmrsmT—utang—yang urjm—'dt'ﬂgﬂn Hj:l|~.
Tanggungan di atas, dengan cara iangsuran yang besarnyua samu d::n;__cyl’mllu

masing-masing hak atas tanah yang merupakan bugian dari Qkyck Hak
Hichaskan dar

Tanggungan yang akan dischut Ji bawah ini, dun yanz akan
Hak Tanggungan tersebui, schingga kemudian Huk Tanggungan i hanya

membebani sisa Obyek Hauk Tunggungan uniuk menjfimin sisa wlang ying

DEIUMLIlONasT { rere i st i
- Ohyek Hak Tunggungan

dengan nilai Kp. {
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp, {
anggungan
tean nilai Rp. [

Adrar Frpmiberiang Hd Terpggivingo HManlaront i L
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SAHIAN CORELAN,

. D&!Hm—hﬁ—gbyek—ﬂuh—'ﬁiﬂg‘gﬁhg&ﬂ—kmwdhﬂ—ﬂfptﬂh'—mh' T

Tanggungan membebani beberapa hak atas tansh. Debitor dapu$¢iukuk:::1

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan an carid angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing-ak atas tanah lersebut, yang

akan dibebaskan darj Huk Tanggun ehingga kemudian Hak Tonggungan

itu hanya membebani sjsa Hak Tanggungan untuk menjamin sisi uliny

yang belum dilu Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan

rdasarkan  kesepakatan antara  Pihuk' Pertamy dengan  Pihak

e R e S T

Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Huk
Tanggungan fanpa persetujuan tertulis terlekih dahulu dari Pihak Keduu,
termasuk menentuban gy mengubah jungka wakiu sewa danfatitu menerima

uang sewa dimuka jiku disciujui disewakan atau sudah disewakan; —--—-eeeen....

Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentul atau tara
susunan Obyek Hak. Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya baik selurubinys maupun"'sél;a'ginn', tanpa persetujuan teriulis

terlebih dahulu dari Pihak Kedua: ey o N e

Dalam hal Debitor sungguh%ungguh cidera janji, Pihak Kedua olel Piliaih,
Pertama dengan akia ini diberi dan meavatakan menerima kewenanean,
untuk  itu kuasa, untulk mengelola Obyek Hak Tanggungan herdusarhan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumny: mehipat letad,

Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ~--eeecceme

Jika Debitor tidah memenuhi kewajiban untuk melunusi Heng iy, berdiasn b

Perjanjian Utang-pivtang tersebut o dtes, oleh Pihak Pertama, Pihak kil

selaku Pemegang Hak Tangpungan Peringkat Pertama dengan ki i ity

dan menystakan menerimu kewenangan, dan uniuk iy kuusa, uniik Ly

persetujuan terlebih dubulu dari Pihak PEITRARN P eetanii e semmean

a. menjual atuu suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyvekl 114k
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, - ... e e

b.  mengatur dan menetapkan wakiu, tempat, cara dan syarat-syorul pejielin:-

€. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyverahkan kwitan.i; -

d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersanghutan: -

€. mengambil dari vang husil penjualan jtu seluruhnya atau sebupiig unryk

melunasi war g Debitor lersebut di atas; dan —---——-- L s

Adta Pomby vigir 1l Feravg i s il pere N 80
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I melakukan hal-hal Lin yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku diharuskan alau  menurut pendapat Pihak Kedua perly

dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; —-—-----eeeeeeoo_ ..

Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Huk
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecunli dengin
persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya. wialirun

sudah dicksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertaima:

Lo

- W s ]

Tanpa persetujuan tertulis terlebih duhulu dari Pihak Kedua, Pihak Perian
lidak akan melepaskan haknya  atas Obyck Hak Tanggungan atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketigin: —-—-=eeeee o ooens

Dalam hal Obyek Hak Tunggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut haknya untuk kepemtingan umum, schinpgga hak Pihak Pertami it
Obyek Hak Tanggungun berakhir, Pihak Kedua dengan akta Ini oleh 1Mhak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu huusy.
untuk menantut atau menagih dan menerima uang ganti rugi danfatau sceals
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihuk Kt
lainnya, untuk \tu menandatangani dan menyerahkan tanda peneriniGi winy
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna sertu dipanduany bk
oleh Pihak Kedua serta selunjutnya inengambil seluruh atau sebagiun vang e

rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya: «---weceomevmmnsaiooa.n

Pibak Pertama akan menpasuransikan Obyek Hak Tanggungan bt Tk
bahaya-bahaya kebakaran dun malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Piluk
Kedua dengan syarat-syarat untuk suaiu Jumlah pertanggungan yang dipandang
cukup oleb Pihak Kedua pada perusshaan asuransi vang ditunjuk aleh Pikuk
Kedua, dengan ketentuun surat polis asuransi vang bersangkutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Piluk Pertama akan mermbayur premi pada wakio da
sebagaimana mestinya: Dulam hai terjadi kerugian karena kebakarun atau
malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akia ini
diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuusa. untuk
menerima seluruh  atau  scbugian wang ganti kerugian asuransi  yang

bersangkutan sebagai pelunasan GHNE DEBIOr —rerre e e it

Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan imenyatakan menerima kewenangan,
dan untuk ity koasa, untuk, o biaya Pihak Pertuma, melakukun tindakan ying

diperlukan untuk menjaga dun mempertahankun serta menyelamatkan Obyed

A Femberia dai Tt i Hladmpate 10 gipay 41
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Hak Tanggungan, jika hat i1y diperiukan untuk pelaksanaan eksekusi i it
mencegah menjadi hapusnys  aray dibatalkannya hak was bk Tk
Tanggungan karena tidak dipenuhinya atay dilanggamya ketentuun Uiilianig
undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktn
pembaruan hak atas tunal yung menjudi Obyek Hak Tanggungan: ««eeeee..

* Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Tk
Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepadia vang
berkepentingan untuk meliha Obyek Huak Tanggungan yang bersangkutan ol
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atan surul
mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersehu kgl
Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Piluk Kedug agar selanjuing i dipu
menggunakan dalam ani kaia yan2 seluas-luasnya; <o

* Sertipikat tanda bukti hak aias tanah ying menjadi Obyek Hak Tanggungan
akan diserahkan oleh Pihuk Pertama kepada Pihak Kedua uniuk disimpan dan
dipatgunan;n oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai
Pemegang Hak Tanggungan dan uniek itu Pihak Pertama dengan akia i
memberikan kuasa kepaca Pihak Kedua untek menerima sertipikat versebut dar

Kantor Pertinahan seteluly 1k Tangpungan ini didaltar; oo

B e et o T T LT i R s

Untuk melaksanakan Hnge-pnp dan Kerertuan=-keientuin sehagainana dioraikan
dulam pasul 2, Pihak Pertima dengin akt i memberi ko hepadiy bk
Kedus, yany menyatakuan PP r iy untk g ki di haddiipan pa b

VEw P ewidirriiin Ho Fuita g coppmisg oty Filv o i, iy
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pejabat pada instansi yang herw enang, memberikan keteaingan. menandais i
formulir/sural, meneriim segala surat berharga dan L surat sero membas
semua blaya dan menerima seuala uing pembayaran serta melakukan sepaka
tindakan yang perlu dan berguna untak imeluksamikan Fga=gangi can ketenian

Kelemiumit SErBChul. esssssssesiiiicsinsnnginn. B b LT LS S

e e e S R T | S SR

Para pihak daluni hal-hal miengenai Hak Tanggungan tersebut i atas dengan
segala akibatnya memilih domisili puda Kentoy yenitore Ponraciltn ————

Nogori di Probolincro miou di “enter sanditert pon Ldilan caaee
Neperi dimecnn tempat tencn OLyelr Hel “en-punon torletn .

e i e e e P;n,;u]_ T ot

Biaya pembuatan akta ini, uing saksi dan segaly biaya mengena pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di atas dibuyar oleh DFEWT 01 -

Akhirnya hadir jugs dibadapan ~aiva, dengan diliading aleh soksi-sihai AR

dun ukan disehuthan padio ah i ahti (807 5 seeeses e cene e e =
=~ Nyomyps TAVANT. . ¢ S FPaT  SaieEs.  pegd 5

e A TR R DR WA % o R . il pe 4
sErterpat iagg s =

Feeamatan ke 1 2 .
Faoan Tatargas 0 S5rs i 5 d

Far S Tanda Faunsa = : 2
dykalagel o el "2 e .

5T U 00 M el TR ST, Tt B -

rang meneranghkan telah mengdialiog ann vane divrmikan i atas dan e
= - - | P - -

pemberint ke Tangunean Gl 508 i HE —ooeceesroeen s

Denvikiantih aka o dikin L L il pibak i smees e g

1 . Moy I35 Epiifd i T S P e B
Fantedar 8t T o - S S o
Eralksaan I ! i

2. Tuan MISHEARS o i rn RPaliginai e 3 ! e,
BErtanpat £is ggn’ o wied =] : Lofere, 8 ——

VEha A e e T
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sebugul suksi-saks) dan setelah dibacakin serta dijelaskan. maka sehagai bukii
kebenaran pernyauin yang dikemukakan oleh Pilah Pertania dan Pibah Keh
tersebut i ataes akta ik diveadaangani oleh Pihah Perama, Piliah Kedus,
para sakst dan sayiae PPAT, sebunyak 2 qdoa) lembar in originali. s Tembg
distmpan i kantor saya, sedang lembar Liinnya disampaikan Kepuula Kepala
Kantor Pertanatan Kabupasten/Buts  Preboling o .-

untuk keperluan pendattaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akui o <oo-

Pihak Pertama Pk Kedus

Sas 2L o NOLNA €T
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDORRRA" VI

DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR: PER-02/PL/ 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Menimbany

Mengingat

DIREKTUR JENDERAL,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5),

Pasal 42 dan Pasal 50 ayat (6) dan Pasal 64 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

22N |

Undang-Undang  Lelang  (Vendu  Reglement,
Ordonantic 28 Februari 1908 Staatsblad  1908:189
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatshlad 1941:3);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3687);

Instruksi Lelang (Vendu Instruche, Staatsblad 1908:190)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1930:85);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4313);

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan
Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 37 Tahun 2004;

E
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6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Fselon 1 Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2006;

9, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
302/ KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah
Keputusan Menteri Keuangan Nomaor
426/ KMEL01 / 2004;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
425/ KMK.01,/2002;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
71/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen
Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
469/ KMK.06/2003;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/ PMK.07 /2005 tentang Balai Lelang;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
41/PMK.07 /2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN
LELANG NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LELANG.

Bagian Pertama
Permohonan Lelang

Pasal 1

(1) Permohonan Lelang diajukan secara tertulis oleh
Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara (KP2LN) dengan dilengkapi
dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum
dan khusus.

(2) Dalam hal Penjual akan menggunakan Jasa Pralelang
dan/atau Jasa Pascalelang oleh Balai Lelang untuk
jenis lelang Fksekusi dan Noneksekusi Wajib, surat
permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyebutkan Balai lelang yang digunakan
jasanya.

Pasal 2

(1) Permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela, Lelang
aset BUMN/D berbentuk Persero, dan Lelang aset
milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
Bank, diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada
Pemimpin Balai Lelang dengan dilengkapi dokumen
persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

(2) Pemimpin Balai Lelang setelah menerima surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meneruskan permohonan lelang kepada Pejabat
Lelang Kelas [l dengan surat pengantar untuk
meminta jadwal pelaksanaan lelang,

(3) Dalam hal pemimpin Balai Lelang juga berstatus
scbagai  Pejabat Lelang Kelas I, yang
menandatangani surat pengantar untuk meminta
jadwal pelaksanaan lelang dan yang bertindak
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sebagai Penjual dilakukan oleh pemimpin lain yang
ada di Balai Lelang tersebut.

(4) Dalam hal di suatu wilayah jabatan Pejabat Lelang
Kelas II belum terdapat Pejabat Lelang Kelas Il atau
Pejabat Lelang Kelas [l yang ada dibebastugaskan,
cuti, atau berhalangan tetap, Pemimpin Balai Lelang
setelah menerima surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan
lelang kepada Kepala KIP2LN,

Pasal 3

(1) Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas 11 wajib
melakukan  verifikasi  terhadap  kelengkapan
dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal
subjek dan objek lelang,.

(2) Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas [I wajib
menolak  permohonan  lelang  yang  bukan
kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak
lengkap, atau tidak memenuhi legalitas formal
subjek dan objek lelang.

(3) Dalam hal Penjual telah memenuhi kelengkapan
dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum
maupun khusus dan telah memenuhi legalitas
formal subjek dan objek lelang, Kepala KP2LN atau
Pejabat  Lelang Kelas 11  menetapkan dan
memberitahukan kepada Penjual tentang jadwal
lelang secara tertulis, yang berisi:

a. penetapan tempat dan waktu lelang;

b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman
lelang sesuai ketentuan dan menyampaikan bukti
pengumumannya; dan

¢. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada
Penjual, misalnya mengenai Harga Limit,
penguasaan  secara fisik terhadap barang
bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

Pasal 4
Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk

lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas |
adalah:
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a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan

Penjual;

b. daftar barang yang akan dilelang; dan

C.

syarat lelang tambahan dari Penjual/ Pemilik Barang,
sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor
40/FPMK.07 /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang Pasal 8 ayat (1) (apabila ada).

Pasal 5

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus
untuk lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang
Kelas I, untuk:

l. Lelang  Noneksekusi  Wajib  Barang  Milik

4

Negara/Daerah adalah:
4. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan

dari Pengelola Barang untuk Barang Milik
Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk
Barang Milik Daerah;

. salinan/ fotokopi Surat Persetujuan

Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan
perundang-undangan  menentukan  adanya
persetujuan tersebut;

. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang

Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan

- asli dan/atan fotokopi bukt kepemilikan/hak,

apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan,
atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak
dikuasai harus ada pemnyataan tertulis/surat
keterangan dari Penjual bahwa barang-barang
tersebut  tidak  disertai dengan  bukt
kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

Lelang Noneksekusi Wajib Barang Dimiliki Negara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (bukan
penghapusan inventaris Bea dan Cukai):

a. salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai tentang penjualan Barang Dimiliki
Negara;

b. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan

Panitia | elang;
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C.

salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan
Menteri Keuangan tentang Barang Dimiliki
Negara untuk dijual secara lelang; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan,
atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak
dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat
keterangan dan penjual bahwa barang-barang
tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak
dengan menyebutkan alasannya.

3. Lelang  Noneksekusi Wajib  Barang  Milik
BUMN/BUMID Nonpersero:

a.

salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan
Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero
dari Menteri yang
berwenang/Gubernur/Bupati/ Walikota / Dewan
Komisaris;

salinan/ fotokopi Surat Persetujuan
Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan
perundang-undangan  menentukan  adanya
persetujuan tersebut;

salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan
dan Direksi/Kepala Daerah;

salinan/fotokopi  Surat Keputusan tentang
Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis /surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya,

4. Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan
Lainnya dari Tangan Pertama tidak memerlukan
dokumen yang bersifat khusus.

Pasal 6

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus
untuk Lelang yang menjadi kewenangan Pejabat [ elang
Kelas I, untuk:
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b

Lelang Eksekusi PUPN:

i

o en o

s ™=

salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/ Penetapan
Jumlah Piutang Negara;

salinan/ fotokopi Surat Paksa;

salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
salinan/ fotokopi Berita Acara Sita;
salinan/fotokopi  Surat Perintah Penjualan
Barang Sitaan;

salinan/ fotokopi Perincian Hutang;
salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang
Kepada Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang;
dan

asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang
yang akan dilelang atau khusus lelang harta
kekayaan  selain  agunan, apabila bukt
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang
Negara bahwa barang-barang tersebut tidak
disertai  bukti  kepemilikan/hak  dengan
menyebutkan alasannya.,

Lelang Eksekusi Pengadilan:

.

b.

salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan
Pengadilan;

salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran
kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan;
salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua
Pengadilan;

salinan/ fotokopi Berita Acara Sita;
salinan/fotokopi ~ Perincian  Hutang/jumlah
kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi;
salinan/fotokopi Pemberitahuan lelang kepada
termohon eksekusi; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/ hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.
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3. lelang Fksekusi Pajak (Pajak Pemerintah
Pusat/Daerah) :

a.

salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bavar/Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan
Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan/ Putusan Banding;

salinan/ fotokopi Surat Teguran;

salinan/ fotokopi Surat Paksa;

salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan;

salinan/ fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan
biaya penagihan; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/ hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

4. Lelang BEksekusi Harta Pailit:

i

b.
c.

salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan
Niaga;

salinan/ fotokopi daftar boedel pailit;

Surat Pemyataan dari Balai Harta
Peninggalan/Kurator yang ditetapkan akan
bertanggungjawab apabila terjadi gugatan
perdata atau tuntutan pidana; dan

asli dan/atau fotokopi bukt kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

5. Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT);

a
b.

salinan/ fotokopi Perjanjian Kredit;
salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

[}

salinan/fotokopi ~ Perincian  Hutang/jumlah
kewajiban debitor vang harus dipenuhi;

salinan/ fotokopi bukti bahwa debitor
wanprestasi, berupa  peringatan-peringatan
maupun pernyataan dari pihak kreditor;

asli/ fotokopi bukti kepemilikan hak; dan
salinan/ fotokopi surat pemberitahuan rencana
pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor,
yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari
sebelum lelang dilaksanakan.

. Lelang Eksekusi Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai
Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

.

salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai tentang penjualan barang tidak
dikuasai/ dikuasai;

salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan
Panitia Lelang;

salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan
Menteri Keuvangan tentang Barang Tidak
Dikuasai/Dikuasai Negara untuk dijual secara
lelang; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/hak, atau apabila bukt
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

- Lelang Fksekusi Barang Sitaan berdasarkan Pasal 45
KUHAF:

.

=

a o

salinan/fotokopi Surat Izin Penvitaan dari
Pengadilan;

salinan/ fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
salinan/fotokopi Berita Acara Sita;

persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat
Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;

Izin lLelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara,
apabila perkara sudah dilimpahkan ke
Pengadilan; dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
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undangan diperlukan adanya bukt
kepemilikan/ hak, atau apabila bukt
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya,

8. Lelang Eksekusi Barang Rampasan:

i.

salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;

o

salinan/ fotokopi Berita Acara Sita;
salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari
Kejaksaan/Komisi ~ Pemberantasan  Korupsi
(KPK); dan

asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/ hak, atau apabila bukt
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

9. Lelang Eksekusi Barang Temuan:

i

b.

C.

d

salinan/ fotokopi Berita Acara Barang Temuan;
salinan/ fotokopi pengumuman barang temuan;
salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan
Barang Temuan; dan

asli dan/atau fotokopi bukt kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya,

10. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia:

a.

b.

c.

salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;

salinan/ folokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
salinan/fotokopi  Perincian  Hutang/jumiah
kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
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e

d. salinan/fotokopi bahwa debitor wanprestasi
yang dapat berupa peringatan-peringatan
maupun pernyataan dari pihak kreditor;

¢ asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukt
kepemilikan, hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuvasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya; dan

f. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana
pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor,
yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari

sebelum lelang dilaksanakan.
I 1. Lelang Eksekusi Gadai:
a. salinan/fotokopi Perjanjian Utang

Piutang/ Kredit;

b. salinan/fotokopi Perjanjian Gadai;

¢ salinan/fotokopi  Perincian  Hutang/jumlah
kewajiban debitor yang harus dipenuhi;

d. salinan/fotokopi bahwa debitor/vang
berutang/pemberi gadai wanprestasi yang
berupa peringatan-peringatan maupun
pernyataan dari pihak kreditor/yang
berpiutang/ penerima gadai ;

e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukh
kepemilikan/ hak, atau apabila bukt
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasann}ra; dan

[. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana
pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor,
yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari
sebelum lelang dilaksanakan,

12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan berdasarkan Pasal 18

ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 :

a. salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaarn;

¢. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;

d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari
Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

e. asli dan/atau fotokopi bukt kepemilikan/hak,
apabila berdasarkan peraturan perundang-
undangan diperlukan adanya bukti
kepemilikan/ hak, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada
pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan
alasannya.

Pasal 7

Dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang berupa fotokopi
harus dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Pasal 8

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan
khusus untuk Lelang Noneksekusi Sukarela yang
menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas 11 adalah
dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor: 118/PMK.07/2005 tentang
Balai Lelang Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 9

(1) Kepala KP2LN wajib meminta Surat Keterangan
Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan setempat
apabila objek yang akan dilelang berupa tanah atau
tanah dan bangunan, satu hari setelah menetapkan
jadwal lelang atau paling lambat sebelum
pengumuman lelang kedua.

(2) Dalam  hal  lelang  noneksekusi, Kepala
KPZLN /Pejabat Lelang Kelas II wajib meminta Surat
Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan
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setempat apabila objek yang akan dilelang berupa
tanah atau tanah dan bangunan, satu hari setelah
menetapkan jadwal lelang atau paling lambat
sebelum pengumuman lelang,

Pasal 1}

(1) Penjual dapat menjual barangnya secara lelang
melalui Pejabat Lelang Kelas 1 pada KP2LN tanpa
menggunakan jasa Balai Lelang untuk jenis:

a. Lelang Noneksekusi Sukarela;

b. Lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero;
dan

¢. Lelang aset milik bank dalam likuidasi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,
Pembubaran dan [ikuidasi Bank;

dengan mengajukan permohonan lelang kepada

Kepala KP2LN dengan dilampiri dokumen

persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus,

sesuai  ketentuan dalam PMK Nomor:

118/PMK.07 /2005 tentang Balai Lelang Pasal 17 ayat

(3), ayat (4) huruf a, huruf ¢, dan ayat (5).

(2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila di
wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas Il tidak
terdapat kantor pusat/ perwakilan Balai Lelang,

(3) Dalam hal ditentukan oleh pejabat yang berwenang
dan peraturan perundangan untuk dijual melalui
KP2LN, Penjual dapat menjual barang yang
dimilikinya secara lelang melalui Pejabat Lelang
Kelas | pada KP2LN tanpa menggunakan jasa Balai
Lelang untuk jenis lelang aset BUMN/BUMD
berbentuk Persero dengan mengajukan permohonan
lelang kepada Kepala KP2LN.

(4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan Bea Lelang Noneksekusi.

Pasal 11
(1) Penjualan aset negara eks Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) yang diserahkelolakan
oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan
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Pengelola Aset, (Persero) termasuk jenis lelang
noneksekusi wajib.

(2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan Bea Lelang Noneksekusi.

Pasal 12

(1) Penjual dapat mengajukan permohonan izin
pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar
wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat
Lelang Kelas II kepada:

a  Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang Negara
untuk barang-barang yang berada dalam wilayah
antar Kantor Wilayah; atau

b. Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang-
barang yang berada dalam wilayah Kantor
Wilayah setempat.

(2) Direktur Lelang Negara atas nama Direktur Jenderal
menerbitkan surat izin lelang di luar wilayah kerja
KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II
untuk barang-barang yang berada dalam wilayah
antar Kantor Wilayah.

(3) Kepala Kantor Wilayah setempat menerbitkan surat
izin pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KP2LN
atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas I untuk
barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor
Wilayah setempat.

(4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berlaku untuk dua kali pelaksanan lelang
yaitu lelang pertama dan lelang ulangnya.

(5) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilampirkan dalam surat permohonan
lelangnya.

Pasal 13

(1) Dalam hal lelang dilaksanakan di luar wilayah kerja
KP2LN tempat barang berada, maka KP2LN yang
melaksanakan lelang membukukan hasil lelangnya
namun tidak mempengaruhi pencapaian target.

(2) KP2ZLN yang melaksanakan lelang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) membuat laporan yang
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ditujukan kepada KP2LN tempat barang berada
dengan tembusan kepada Direktur |enderal c.gq.
Direktur Lelang Negara, Direktur Informasi dan
Hukum, Kepala Kantor Wilayah barang berada, dan
Kantor Wilayah pelaksanaan lelang selambat-
lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan lelang.

(3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud ayat (1)
diperhitungkan sebagai target KP2LN tempat barang
berada.

Pasal 14

(1) Penjual dapat mengajukan permohonan izin
pembayaran harga lelang lebih dari 3 (tiga) hari kerja
kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan
surat izin pembayaran harga lelang lebih dari 3 (tiga)
hari kerja.

(3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampirkan dalam surat permohonan lelang,

Bagian Kedua
Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 15

(1) Uang Jaminan Penawaran Lelang untuk jenis Lelang
Eksekusi  dan  Noneksekusi  Wajib  vang
diselenggarakan dengan bantuan jasa pralelang
dan/atau pascalelang oleh Balai Lelang disetor ke
KPZLIN.

(2) Uang Jaminan Penawaran Lelang untuk jenis Lelang
Noneksekusi Sukarela, Lelang aset BUMN/BUMD
berbentuk Persero, atau Lelang aset milik bank
dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang
diselenggarakan dengan bantuan Jasa Pralelang, Jasa
Pelaksanaan lelang dengan Pejabat Lelang Kelas 11
dan Jasa Pascalelang disetor ke Balai Lelang.

(3) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) vang dilaksanakan oleh
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Pejabat Lelang Kelas [, Uang Jaminan Penawaran
Lelang tetap disetor ke Balai Lelang.

Pasal 16

(1) KPZLN atau Balai Lelang wajib mengembalikan
Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang
yang tdak ditunjuk scbagai Pembeli lelang
selambat-lambatnya | (satu) har kerja sejak
diterimanya  permintaan  pengembalian  vang
jaminan dari peserta lelang dengan dilampiri bukt
setor, fotokopi identitas, dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

(2) KI'2LN atau Balai Lelang wajib melakukan verifikasi
terlebih - dahulu terhadap bukti setor, fotokopi
identitas, dan/atau dokumen pendukung lainnya
sebelum mengembalikan Uang Jaminan Penawaran
Lelang,

Bagian Ketiga
Penawaran Lelang,

Pasal 17

(1) Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib
yang penawaran lelangnya dilakukan secara lisan
semakin meningkat, penawaran harga lelang
dimulai dari Harga Limit.

(2) Lelang Noneksekusi Sukarela yang penawaran
lelangnya  dilakukan  secara  lisan  semakin
meningkat, permulaan penawaran harga lelang
dilakukan secara bebas.

Pasal 18

(1) Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib
vang penawaran lelangnya dilakukan secara lisan
semakin menurun, penawaran harga lelang diakhin
sampai | arga Limit.

(2) Lelang  Noneksekusi Sukarela yang penawaran
lelangnya dilakukan secara lisan semakin menurun,
penawaran harga lelang diakhiri sampai Harga
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Limit, kecuali tidak ada Harga Limit akhir
penawaran harga lelang dilakukan secara bebas.

Pasal 19

(1) Penawaran lelang yang dilakukan langsung dengan
cara tertulis dilaksanakan dengan memasukkan
surat penawaran ke dalam amplop tertutup,
diserahkan kepada Pejabat Lelang atau dimasukkan
ke dalam tempat yang telah disediakan.

(2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi identitas
penawar, barang yang ditawar, harga penawaran
dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda
tangan di atas materai cukup.

(3) Penawaran harga secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum mencapai Harga
Limit, Pejabat Lelang melanjutkan dengan cara
penawaran lisan naik-naik.

(4) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau
melampaui Harga Limit disahkan sebagai Pembeli
oleh Pejabat Lelang.

(5) Dalam hal lelang tidak ada Harga Limit, penawar
tertinggi disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat
Lelang,

Pasal 20

(I) Penawaran lelang yang hanya dilakukan tidak
langsung secara tertulis dilaksanakan dengan
mengajukan penawaran menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi seperti email, SMS, atau
faksimili dalam batas waktu yang telah ditentukan,
Perjual dapat menjamin penawaran tersebut benar-
benar pihak yang memenuhi syarat dan peserta
lelang dianggap telah menyetujui persyaratan lelang
yang tercantum dalam Kepala Risalah Lelang.

(2) Penjual yang menggunakan penawaran lelang secara
tidak langsung dapat mengajukan syarat lelang
tambahan antara lain: tata cara pendaftaran peserta
lelang, kata sandi (password), alamat email, nomor
telepon/ faksimili yang digunakan untuk menerima
penawaran, tata cara penerimaan penawaran yang
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sah, tata cara pemberitahuan pemenang lelang serta
sedapat mungkin mensyaratkan adanya Uang
Jaminan Penawaran Lelang untuk dimasukkan
dalam Kepala Risalah Lelang,

(3) Penjual wajib menyerahkan syarat lelang termasuk
syarat lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang telah disetujui oleh Pejabat Lelang
secara tertulis kepada peserta lelang pada saat
pendaftaran.

(4) Dalam hal terdapat dua penawaran atau lebih yang
sama dan telah mencapai atau melampaui Harga
Limil, Pejabat Lelang melakukan undian untuk
menentukan Pemenang Lelang.

Pasal 21

(1) Penawaran lelang yang dilakukan langsung dan
tidak langsung secara tertulis harus dilaksanakan
dalam waktu yang bersamaan sebagaimana
dimaksud dalam FPasal 19 avat (1) dan Pasal 20 ayat

(1},

(2) Khusus terhadap penawar yang menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi Penjual dapat
menambahkan syarat tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(3) Penjual wajib menyerahkan syarat lelang termasuk
syarat lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang telah disetujui oleh Pejabat Lelang
secara fertulis kepada peserta lelang yang
bermaksud mengajukan penawaran secara tidak
langsung pada saat pendaftaran.

(4) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila terjadi penawaran yang sama oleh
peserta lelang yang hadir saja dan sudah mencapai
atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang
melakukan penawaran lisan naik-naik untuk
menentukan Pemenang Lelang.

(3) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila terjadi penawaran yang sama oleh
peserta lelang yang hadir dan yang tidak hadir
mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T

Digital Repository Universitas Jember

Lelang melakukan undian untuk menentukan
Pemenang Lelang,

(6) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), apabila terjadi penawaran yang sama oleh
peserta lelang yang tidak hadir saja dan mencapai
atau melampaui  Harga Limit, Pejabat Lelang
melakukan undian untuk menentukan Pemenang
Lelang.

Pasal 22

Peserta Lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu
penawaran terhadap satu barang yang ditawarkan,
dalam hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan lelang pertama yang diikuti hanya oleh
1 {satu) orang peserta sebagaimana dimaksud dalam
PMK Nomor: 40/PMK.07/2006 Pasal 4 jo. Pasal 14
avat (6) huruf g, Pejabat Lelang menyatakan lelang
dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan dapat
dilelang ulang,

(2) Pernyataan  Lelang  tidak  memenuhi  syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat
Lelang dibuat secara tertulis.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran,
dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai Lelang Tidak
Ada Penawaran.

(2) Pejabat  Lelang tetap membuat Risalah [elang
dengan menyebutkan lelang tidak ada penawaran.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan lelang yang harga penawaran tertinggi
belum mencapai Harga Limit, dinyatakan oleh
Pejabat Lelang sebagai Lelang Ditahan.
(2) Pejabat lelang tetap membuat Risalah [Lelang
dengan menyebutkan lelang ditahan. i
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Bagian Keempat
Pembayaran Uang Hasil Lelang

Pasal 26

(1) Pembeli wajib melunasi pembayaran uang hasil
lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
pelaksanaan  lelang  kecuali mendapat  izin
pembayaran harga lelang di luar ketentuan secara
tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(2) Dalam hal izin pembayaran harga lelang lebih dari 3
(bga) hari kerja diberikan, Pembeli harus sudah
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka
waktu yang telah ditetapkan.

(3) Dalam  hal Pembeli lelang tidak melunasi
kewajibannya setelah jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka pada
hari kerja berikutnya Pejabat Lelang membatalkan
pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat
Pernyataan Pembatalan.

(4) Kepala ~ KP2LN/Pejabat  Telang  Kelas I
memberitahukan Pernyataan Pembatalan yang
dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan
dengan surat kepada Pembeli yang wanprestasi
dengan tembusan kepada Penjual, Kantor Wilayah
setempat dan Direktorat [ elang Negara.

Bagian Kelima
Bank Kreditor sebagai Pembeli

Pasal 27

(1) Bank sebagai kreditor dapat menjadi peserta lelang
barang jaminan, dengan menyatakan bahwa
Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang
akan ditunjuk kemudian,

(2) Pembelian barang jaminan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan Akta
Nolaris yang diserahkan kepada Pejabat Lelang
sebelum pelaksanaan lelang.

(3) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
lambat 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan lelang harus
menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama
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dan identitas Pembeli yang ditunjuk kepada Kepala
KP2LN /Pejabat Lelang Kelas I1.

(4) Kepala KIP2LN/Pejabat Lelang Kelas 11 setelah
menerima pernyataan dari Bank, mencatat dalam
Minutaa Risalah Lelang.

(5) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank yang
bersangkutan ditetapkan sebagai Pembeli.

Bagian Keenam
Risalah Lelang

Pasal 28

(1) Risalah Lelang diberi nomor urut per Tahun
Anggaran.

(2) Bagian Kepala Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat
Lelang sebelum pelaksanaan lelang dan dibacakan
saat pelaksanaan lelang sebelum penawaran
dimulai.

(3) Bagian Badan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat

Lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan tulisan
tangan dan atau diketik.

(4) Bagian Kaki Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat
Lelang setelah lelang ditutup dengan tulisan tangan
dan atau diketik.

Pasal 29

(1) Produk Risalah Lelang vang dikeluarkan oleh

KP2LN /Kantor Pejabat Lelang Kelas Il terdiri dari:

a Minuta Risalah Lelang adalah asli Risalah Lelang
vang terdin dari Bagian Kepala, Badan dan Kaki
Risalah Lelang lengkap dengan lampiran-
lampirannya;

b. Kutipan Risalah Lelang adalah turunan Risalah
Lelang yang diberikan kepada Pembeli yang
memuat Bagian Kepala, Badan yang khusus
menyangkut Pembeli bersangkutan dan Kaki;

¢. Salinan Risalah Lelang adalah turunan dan
keseluruhan Risalah lelang yang diberikan |
kepada Penjual dan kepada Superintenden
sebagai laporan; dan ‘
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d. Grosse Risalah Lelang adalah salinan Risalah

Lelang yang memuat frasa “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”™ dan hanva diterbitkan atas permintaan
Pembeli atau kuasanya.

(2) Penulisan kata Kutipan dilakukan pada:
a. halaman pertama Risalah [ elang, diatas kata-kata

"RISALAH LELANG";

b. halaman terakhir Risalah Lelang pada bagian

kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala
KP2L.N/Pejabat Lelang Kelas [1 di atas materai
secukupnya dengan dibubuhkan kata-kata
“diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai akta
jual beli” dengan mencantumkan tanggal
pengeluarannya;

setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat
Lelang Kelas | dan ditera/cap dinas, dalam hal

Pejabat lelang yang bersangkutan berhalangan
tetap/ mulasi diparaf oleh Kepala KP2LN;

. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat

Lelang Kelas Il dan ditera/cap jabatan, dalam hal
Pejabat Lelang berhalangan yang bersangkutan
tetap/mutasi  diparaf oleh pejabat yang
berwenang,

(3) Penulisan kata Salinan dilakukan pada:
a. halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata

b.

"RISALAH LELANG"; dan

halaman terakhir Risalah Lelang pada bagian
kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala
KI2LN/Pejabat  Lelang Kelas [l dengan
dibubuhkan kata-kata "diberikan Salinan sesuai
dengan aslinya".

(4) Penulisan frasa “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KFTUHANAN YANG MAHA
ESA” dilakukan pada:

a

b.

halaman pertama Risalah [.elang, diatas kata-kata
"RISALAH LELANG";

halaman terakhir Grosse Risalah lelang pada
bagian kanan bawah sebelum tanda tangan
Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas Il di atas
materai secukupnya dengan dibubuhkan kata-
kata "diberikan sebagai grosse pertama” dengan
menyebutkan nama orang yvang memintanya dan
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untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal
pengeluarannya;

€. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat
Lelang Kelas I dan ditera/cap dinas, dalam hal
Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan
tetap/ mutasi diparaf oleh Kepala KP2LN;

d. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat
Lelang Kelas II dan ditera/cap jabatan, dalam hal
Pejabat Lelang berhalangan yang bersangkutan
tetap/mutasi diparaf oleh pejabat yang
berwenang,.

(5) Risalah Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diberi sampul:

a warna merah muda untuk barang tidak bergerak
atau barang tidak bergerak vang disatukan
dengan barang bergerak; dan

b. warna kuning muda untuk barang bergerak.

Pasal 30

(1) Kepala KP2ZLN menunjuk Pejabat Lelang Kelas [ lain
untuk menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah
Lelang, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan
meninggal dunia  sebelum  menyelesaikan
pembuatan Minuta Risalah Lelang,

(2) Superintenden/Kepala Kantor Wilayah setempat
menunjuk Pejabat Lelang lain untuk menyelesaikan
pembuatan Minuta Risalah Lelang, dalam hal
Pejabat Lelang Kelas 1[I yang bersangkutan
meninggal  dunia  sebelum  menyelesaikan
pembuatan Minuta Risalah Lelang.

Pasal 31

(1) Bea Meterai wuntuk Minuta Risalah Lelang
dibebankan kepada Penjual.

(2) Bea Meterai untuk Kutipan Risalah Lelang
dibebankan kepada Pembeli.

(3) Bea Meterai untuk Grosse Risalah Lelang
dibebankan kepada Pembeli atau pihak ketiga yang
berkepentingan.

(4) Bea Meterai untuk Salinan Risalah Lelang
dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.
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(5)Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan
lelang / kepentingan dinas tidak dibubuhi materai.

Pasal 32

(1) Jangka waktu penyelesaian Salinan Risalah Lelang
untuk kepentingan dinas paling lambat sepuluh hari
kerja setelah pelaksanaan lelang.

(2) Jangka waktu penyelesaian Kutipan Risalah [elang
tanah atau tanah dan bangunan, paling lambat

empat hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukt
setor pelunasan BPHTB.

Pasal 33

Minuta Risalah [elang disimpan pada KP2LN/Kantor
Pejabat Lelang Kelas II secara rapi dan teratur dengan
nomor berurutan dan tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Penutup

Pasal 34

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang
Negara Nomor 35/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan [elang dinyatakan tHidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan
l.elang Negara ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
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Digital Repository Universitas Jember

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2006

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

MACHFUD
NIP 060043114

X\ Tum Juklak-Juknsh Rjuknis\ Jukmis Pelaks Lelang 29uni06.rtf
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotuk Pos 9 Jember 68121
W (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor 1759/H25.1.1/PS.8/2007 Jember, 24 Mei 2007
Lampiran
Perihal ljin Penelitian

Yth KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : NOVELIA NURANI

NIM : 030710101062
Program  : S 1 limu Hukum
Alamat : JI. Bangka Il No. 16 Jember, Telp. 0331-334221

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ANALISIS YURIDIS PARATE EXECUTIE OBYEK HAK
TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DI KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
JEMBER

Sehubungan dengan hal lersebut di atas kami mohon bantuan untuk
memberikan data-data yang diperiukan kepada mahasiswa tersebut karena
hasil dar penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Sknipsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

P7131 120 332

Tembusan Kepada Yith -
= Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata

Yang bersangkutan
* Arsip
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Stamet Riaydl Nomor 3444 Teiepon - 0331-428758- 58
Jember 8111 Faksamili - 0331-428780

SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-07] /WKN.10/KP.0401/2007

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . Agus Sugiarto, SH
NIP . 060090164
Jabatan . Kepala Seksi Piutang Negara

R

dengan ini menerangkan bahwa

! N\ﬂﬂwsiﬁmﬂmms
Nama . Novelia Nurani iﬂ:‘: unmﬁ%ﬂ-

NIM . 030710101062

adalah mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah melakukan
Penelitian terhitung mulai tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan 29 Juni 2007 kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (dahulu Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara/KP2LN Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
seperiunya.

P " | : : N
3 m ' -,- % um,

.-""'F'_'__

sural-katsrangan
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